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Nuryanto Al-Tadom, NIM B 111 10 366. Tinjauan Hukum Terhadap 
Alih Fungsi Lahan Bumi Perkemahan Menjadi Lahan Parkir di 
Kabupaten Maros. Dibimbing oleh Farida Pattitingi selaku pembimbing I 
dan Ramli Rahim selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengalih 
fungsian lahan bumi perkemahan menjadi lahan parkir dan untuk 
mengetahui sejauh mana peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Maros terhadap alih fungsi lahan bumi perkemahan menjadi lahan parkir 
di Kabupaten Maros 
Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kuantitatif, 
dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan metode 
dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Maros 
dengan memperoleh data dari beberapa instansi terkait dan mengambil 
arsip-arsip yang diberikan oleh instansi terkait. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis dengan mengaitkan dengan peraturan perundang – 
undangan mengenai mekanisme alih fungsi lahan dan peran Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Maros dalam alih fungsi lahan, kemudian 
dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, selanjutnya disajikan 
secara deskriptif. 
Hasil yang peroleh adalah sebagai berikut:  1. Mekanisme alih fungsi 
lahan bumi perkemahan menjadi lahan parkir di Kabupaten Maros, tidak 
berlangsung sesuai dengan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 
Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros. Dalam Perda 
RTRW Kabupaten Maros tidak ditemukan rencana pengembangan 
potensi wisata alam di wilayah objek alih fungsi lahan bumi perkemahan 
menjadi lahan parkir, di Kecamatan Simbang.; 2.Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Maros sudah menjalankan perannya dalam alih 
fungsi lahan bumi perkemahan menjadi lahan parkir di Kabupaten Maros 
sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yaitu sebagai badan 
yang berwenang dalam pencatatan dan penerbitan sertifikat hak atas 
tanah. Namun dalam menjalankan perannya, BPN Maros masih kurang 
maksimal.  
Kata kunci: Alih Fungsi, Rencana Tata Ruang Wilayah, Badan Pertanahan 







Nuryanto Al-Tadom, (B111 10 366). Legal review of the land use of 
conversing campground into a parking lot in the district of Maros. 
Supervised by Pattitingi Farida as the first Supervisor  and Rahim Ramli 
as thesecond Supervisor. 
 
This study’s purpose is  to know the mechanism of the switch's function of  
campground land into a parking lot and to determine the extent of the role 
of the Maros District Nation Land Agency regarding  the land conversion of 
campground into a parking lot in the district of Maros. 
 
This research is  of a quantitative descriptive analysis research, conducted 
using interview techniques and methods of documentation. The research 
location is in the district of Maros by obtaining data from multiple agencies 
and took the records provided by the relevant agencies. The data obtained 
and then analyzed by associating with regulations, regarding land 
conversion mechanism and the role of the Maros District Nation Land 
Agency  in land use, and then attributed with the fact that occur in the field, 
which was then will be presented descriptively. 
 
Results obtained are as follows: 1. The mechanism of land conversion of 
campground into a parking lot in Maros district, did not take place in 
accordance with Law No. 26 of 2007 on spatial planning and Local 
Regulations No. 4 of 2012 on Maros District Spatial Planning  , within the 
regulation there is not found development plan on the potential of nature 
tourism  in the area of the object over the  campground conversion into a 
parking lot in the district Simbang: 2. National Land Agency Maros has 
been carrying out its role in land useof conversing  campground into a 
parking lot in Maros district in accordance with the Indonesia Nation Land 
Agency Regulation No. 4 of  2006 about Organization and the working 
procedures of Nation Land Agency Regional Office  and the Land Agency 
Office that is as Authorized bodies in the recording and issuance of land 
certificates. However in their role, BPN Maros still less than the maximum. 
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Bagan 4.1. Bagan Struktur Organisasi yang digunakan BPN 







A. Latar Belakang 
Tanah adalah kekayaan alamiah bangsa Indonesia yang merupakan 
modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan 
berkelanjutan. Tanah juga sebagai objek vital dalam kehidupan 
masyarakat dan menjadi kebutuhan mendasar. Oleh karena itu 
penggunaan dan peruntukannya didasarkan pada prinsip-prinsip yang 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini 
harus dihindari adanya upaya menjadikan tanah sebagai barang 
dagangan atau objek komerisialisasi, objek spekulasi, dan hal lain yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 
Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya 
disebut UUD 1945). 
Dasar yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa:  
“Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”.  
Selanjutnya dari dasar tersebut tanah kemudian mempunyai fungsi 
sosial bagi masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria 
(selanjutnya disebut UUPA). 
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Sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi, negara dalam hal hak 
menguasai mempunyai wewenang dalam pengaturan bidang pertanahan 
sebagai berikut: 
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa 
3. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang 
angkasa. 
Hal tersebut diatas dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur (lihat Pasal 2 Ayat 2 dan 3 UUPA). Jadi baik yang sudah 
dihaki oleh seseorang maupun tidak, kekuasaan negara mengenai tanah 
yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak 
itu, artinya sampai seberapa jauh negara memberi kekuasaan kepada 
yang mempunyai tanah untuk menggunakan haknya sampai disitulah 
batas kekuasaan negara tersebut. Kekuasaan negara atas tanah yang 
tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya 
adalah lebih luas dan penuh.  
Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, negara 
dapat memberikan tanah yang demikian kepada seseorang dan badan 
hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, hak-
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hak tersebut antara lain: 1) Hak Milik; 2) Hak Guna Usaha; 3) Hak Guna 
Bangunan dan/atau; 4) Hak Pakai serta memberikannya dalam Hak 
Pengelolaan kepada perorangan maupun seluruh badan penguasa untuk 
dipergunakan sebagaimana tugasnya masing-masing.1  
Kemudian untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan 
negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana atau planning 
mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang 
angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Rencana 
umum yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, kemudian dirinci menjadi 
rencana-rencana khusus dari tiap-tiap daerah. Dengan adanya planning 
ini, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur 
sehingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara 
dan rakyat.  
Dalam Pasal 14 UUPA disebutkan bahwa pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu 
rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, 
air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dengan keperluan: 1) Negara; 2) Peribadatan dan keperluan-keperluan 
suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang maha esa; 3) Pusat 
pusat kehidupan masyarakat, sosial kebudayaan dan lain-lain 
kesejahteraan; 4) Mengembangkan produksi pertanian peternakan, 
perikanan, serta sejalan dengan itu; 5) Mengembangkan industri, 
                                                          




transmigrasi, dan pertambangan. Kemudian dalam Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 5 Huruf (f) menerangkan bahwa 
pembangunan untuk kepentingan umum pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah memberikan lahan untuk peruntukan  pendidikan atau 
sekolah.2  
Selanjutnya untuk kebijakan pertanahan suatu daerah perlu 
dilengkapi dengan Rencana Tata Guna Tanah/Ruang dan Penatagunaan 
Tanah (selanjutnya disebut RTGT) dan tidak dapat dipisahkan dari 
Rencana Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kota (selanjutnya disebut 
RUTRK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
1992 diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang. 
RTGT merupakan bentuk nyata pelaksanaan Pasal 2, Pasal 14 dan 
Pasal 15 UUPA yang juga dijiwai undang-undang lain yang mengurus 
penggunaan tanah. Tujuan RTGT adalah mengatur persediaan, 
peruntukan, penggunaan tanah agar memberi manfaat yang Lestari, 
Optimal, Serasi dan Seimbang, fungsi RTGT bukan hanya sebagai suatu 
prosedur penyediaan tanah, tetapi juga sebagai pengarahan kegiatan 
penggunaan tanah jangka pendek maupun jangka panjang sehubungan 
dengan rencana pembangunan. RTGT harus benar-benar menjabarkan 
                                                          
2 Ibid., hlm. 88 
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kebijaksanaan pembangunan sehingga RTGT tersebut disusun setelah 
adanya penggarisan kebijaksanaan pembangunan.3 
Berdasarkan rencana umum dan beberapa regulasi tentang 
pertanahan tersebut, semua pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II 
mempunyai pedoman dalam hal pertanahan termasuk pemanfaatan lahan 
dan alih fungsi lahan tak terkecuali di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi 
Selatan. Adanya regulasi tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten 
Maros memaksimalkan dan mendukung segala kegiatan pertanahan yang 
diamanatkan dalam peraturan utama salah satunya adalah kegiatan 
pendidikan dan pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka dalam menunjang 
kegiatan pendidikan. 
Terkait dengan pemanfaatan lahan untuk menunjang kegiatan 
pendidikan, pada tahun 1988 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros 
dalam hal ini Bupati Maros H. Arief Wangsa menetapkan suatu lahan yang 
dikuasai oleh negara untuk kepentingan sektor pendidikan melalui 
kegiatan kepramukaan dan Palang Merah Indonesia. Lahan yang berada 
di desa Je’ne’ Taesa Kecamatan Simbang. Kurang lebih 4 hektar 
merupakan area camping ground atau kawasan perkemahan untuk 
Organisasi Pramuka dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Maros. Hal 
tersebut didasarkan pada salinan Surat Permohonan Rekomendasi ke 
Gubernur untuk permintaan bantuan Presiden terhadap pembangunan  
sarana dan prasarana area camping ground tersebut. Dengan adanya 
                                                          
3 Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Rajawali Pres, Jakarta, 
2010, hlm. 44  
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bangunan atau sarana pendukung fasilitas  perkemahan yang dibangun di 
atas tanah negara tersebut maka organisasi Pramuka dan Palang Merah 
Indonesia memanfaatkan lahan tersebut sebagai area Perkemahan 
berkala setiap tahunnya Sejak tahun 1988 sampai tahun 2011. 
Pemanfaatan lahan tersebut oleh pemerintah sejalan dengan 
Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka 
yang menyatakan bahwa gerakan Pramuka adalah Pendidikan 
Kepanduan, yang kemudian dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2010 tentang Gerakan Pramuka pada Bab V Pasal 36 menyatakan:  
“Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas: a. menjamin 
kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan 
kepramukaan; b. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi 
penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan 
berkesinambungan; dan c. membantu ketersediaan tenaga, dana, 
dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan”. 
Oleh sebab itu bumi perkemahan bagi pramuka merupakan fasilitas 
mutlak yang harus dimiliki untuk menunjang semua tujuan pendidikan 
kepramukaan. 
Namun arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (selanjutnya disebut 
Pemkab) Maros pada tahun 2011 berubah. Pemkab Maros melalui Bupati 
Hatta Rahman mengeluarkan kebijakan bupati berupa pelarangan 
melakukan kegiatan kepramukaan yaitu perkemahan di lahan tersebut, 
dengan alasan akan dibangun lahan parkiran untuk objek wisata 
Bantimurung Waterpark. Lahan tersebut kemudian pemanfaatannya 
diserahkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Maros dengan alasan 
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bahwa lahan atau tanah negara tersebut oleh pemerintah diberikan Hak 
Pakai sebagai alas hak tanah. 
Kebijakan ini keluar oleh Pemkab Maros yang berdampak pada alih 
fungsi lahan untuk kepentingan pendidikan (kegiatan perkemahan) 
menjadi lahan parkir objek wisata Bantimurung Waterpark yang dikelola 
langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, walaupun pada 
dasarnya pemerintah mempunyai hak dalam pengaturan pertanahan, 
namun dalam pengaturan pertanahan tersebut, pihak yang memanfaatkan 
tanah haruslah terlibat dalam pengalihan fungsian suatu lahan yang 
berdasar pada regulasi yang telah ditentukan tentang alih fungsi lahan 
dan melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
Perlu diingat bahwa kekuasaan Negara atas tanah dibatasi oleh 
kewenangan hak menguasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 UUPA, tetapi Negara juga mempunyai kewenangan untuk mencabut hak 
atas tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, yaitu tanah-
tanah yang telah dibebani suatu hak dapat dicabut haknya apabila Negara 
membutuhkannya dengan alasan untuk kepentingan umum. 
Pasal 18 UUPA jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang 
pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, 
menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan 
bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas 
tanah dapat dicabut dengan ganti kerugian yang layak dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang.  
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Kemudian perlu diingat dasar lain pertimbangan pengadaan tanah 
dan alih fungsi lahan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 
1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, menyatakan bahwa pembangunan nasional 
khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum 
bukan kepentingan kelompok atau individu saja. Pelaksanaanya dilakukan 
oleh pemerintah dengan cara pelepasan dan penyerahan hak atas tanah. 
Dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. 
Dalam Keputusan Presiden tersebut juga diatur bahwa pengadaan dan 
rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila 
penetapan rencana pembangunan tersebut sesuai dan berdasar pada 
RUTR dan RTGT yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian 
berdasarkan Pasal 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Badan Pertanahan Nasional, segala lalu lintas dan mekanisme 
alih fungsi lahan tersebut dilaksanakan melalui dan/atau oleh Badan 
Pertanahan Nasional.4 
Tanah idealnya dipergunakan sesuai dengan keadaan tanahnya, 
sifat dari haknya dan tidak dapat dibenarkan pemakaian tanah secara 
merugikan. Proses alih fungsi tanah maupun lahan tidak sesuai aturan 
dan bertentangan dengan kepentingan umum tidak dibenarkan. Apalagi 
                                                          
4 Ahmad Ali, Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Kepemilikan Tanah, Komnas 
HAM, Jakarta, 2005, hlm. 20 
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menutup ruang dan akses terhadap kepentingan pendidikan5 serta tidak 
melakukan relokasi untuk penggantian lahan dan fasilitas bumi 
perkemahan. 
Berdasarkan latar belakang diatas penulis kemudian akan melakukan 
penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan 
Bumi Perkemahan Menjadi Lahan Parkir di Kabupaten Maros. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme pengalihfungsian lahan bumi perkemahan  
menjadi lahan parkir? 
2. Sejauhmana peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros 
terhadap alih fungsi lahan bumi perkemahan menjadi lahan parkir di 
Kabupaten Maros? 
C. Tujuan Penelitian  
 Tujuan Penelitian: 
1. Untuk mengetahui mekanisme pengalih fungsian lahan bumi 
perkemahan  menjadi lahan parkir. 
                                                          
5 Aminuddin Salle dkk. op.cit. hlm. 83 
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2. Untuk mengetahui peran badan pertanahan nasional Kabupaten 
Maros terhadap alih fungsi lahan bumi perkemahan menjadi lahan 
parkir. 
D. Kegunaan Penelitian 
Pembahasannya kemudian diharapkan berguna untuk: 
1. Menjadi bahan acuan dan referensi dalam rangka pengembangan 
ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum yang berkaitan dengan 
keagrariaan terkhusus terhadap tinjauan hukum alih fungsi suatu 
lahan. 
2. Menjadi bahan acuan dan referensi terhadap peran Badan 
Pertanahan Nasional dalam mekanisme alih fungsi lahan, 















A. Tanah dan Hak Penguasaan Atas Tanah 
1. Pengertian Tanah 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah dapat diartikan 
sebagai: 
1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 
2) Keadaan bumi di suatu tempat; 
3) Permukaan bumi yang di beri batas; 
4) Bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu cadas, 
napal, dan sebagainya). 
Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, 
yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan 
mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur 
salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang 
disebut hak tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok 
Agraria (UUPA) Pasal 4 Ayat (1), yaitu: 
“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik yang sendiri 
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maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-
badan hukum.”6 
Dengan demikian, tanah dalam pengertian yuridis adalah 
permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah 
yang haknya dapat dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh 
karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak 
atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang 
terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.7 
Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang 
berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan 
hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat 
di atasnya. Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara-
negara dipergunakan apa yang disebut asas accessie atau asas 
“pelekatan”. Makna asas pelekatan, yakni bahwa bangunan-bangunan 
dan benda-benda/tanaman yang terdapat di atasnya merupakan satu 
kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang 
bersangkutan.8 
Dengan demikian, yang termasuk pengertian hak atas tanah 
meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah 
                                                          
6 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, Kencana, 2005, Jakarta, hlm. 
10. 
7 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3. 
8 Ibid., hlm. 5. 
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yang haknya telah dimiliki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan 
pihak lain (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571).9 
2. Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah10 
Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga 
dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan beraspek publik. 
Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, 
yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan 
kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang 
dihaki, misalnya pemilik tanah memergunakan atau mengambil 
manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. 
Ada penguasaan yuridis, yang walaupun memberi kewenangan untuk 
menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya 
penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain. Ada juga penguasaan 
secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai 
tanah yang bersangkutan secara fisik. Penguasaan yuridis dan fisik 
atas tanah dipakai dalam aspek privat. Ada penguasaan yuridis yang 
beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang 
disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. 
Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, 
kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat 
sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau 
                                                          
9 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah , Djambatan, Jakarta, 
2008,hlm. 17. 
10 Aminuddin Salle, op.cit., hlm. 94-95. 
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dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah 
yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak 
penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. 
Jadi, Hak penguasaan adalah hak-hak yang memberi wewenang 
kepada Pemegang Hak yang bersangkutan untuk berbuat semata 
dengan tanah yang dikuasai.11  
3. Pengaturan Hak-hak Penguasaan 
Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah 
dibagi menjadi dua, yaitu:12  
1) Hak Penguasaan Atas Tanah Sebagai Lembaga Hukum 
Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah 
dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. 
Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah 
sebagai berikut: 
a) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan; 
b) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, 
dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta 
jangka waktu penguasaannya; 
                                                          
11 Ali Achmad Chomzah. 2004. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia). Prestasi Pustaka, 
Jakarta, hlm. 5 
12 Aminuddin Salle, dkk, op.cit., hlm. 95-96 
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c) Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh 
menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi 
penguasaannya. 
2) Hak Penguasaan Atas Tanah Sebagai Hubungan Hukum Yang 
Konkret 
Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah 
tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu 
sebagai subjek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan 
dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut: 
a) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu 
hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak 
atas penguasaan atas tanah tertentu; 
b) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak 
lain; 
c) Mengatur hal-hak mengenai pemindahannya kepada pihak lain; 
d) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya; 
e) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya. 
4. Hierarki Hak-hak Penguasaan Atas Tanah 
Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan 
Hukum Tanah Nasional, adalah: 
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1) Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah13 
Hak Bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak 
penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah 
yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, 
bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang 
lain atas tanah. Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat 
dalam Pasal 1 Ayat (1) - Ayat (3) UUPA. 
Hak Bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat 
komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, 
yang telah bersatu sebagai Bangsa Indonesia (Pasal 1 Ayat (1) 
UUPA). Selain itu, juga mempunyai sifat religius, artinya seluruh 
tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia 
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 Ayat (2) 
UUPA). Hubungan antara Bangsa Indonesia dengan tanah bersifat 
abadi, artinya hubungan antara Bangsa Indonesia dengan tanah 
akan berlangsung terus-menerus untuk selama-lamanya. Sifat 
abadi artinya selama rakyat Indonesia masih bersatu sebagai 
Bangsa Indonesia dan selama tanah bersama tersebut masih ada, 
dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan 
yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut 
(Pasal 1 Ayat (3) UUPA). Hak Bangsa Indonesia atas tanah, 
                                                          
13 Ibid., hlm. 96-97 
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mengandung pengertian bahwa semua hak penguasaan atas tanah 
yang lain bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah dan 
bahwa keberadaan hak-hak penguasaan apa pun, hak yang 
bersangkutan tidak meniadakan eksitensi Hak Bangsa Indonesia 
atas tanah. 
Tanah bersama dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPA dinyatakan 
sebagai kekayaan nasional menunjukkan adanya unsur 
keperdataan, yaitu hubungan kepunyaan antara Bangsa Indonesia 
dengan tanah bersama tersebut. 
Menurut Boedi Harsono, pernyataan tanah yang dikuasai oleh 
Bangsa Indonesia sebagai tanah bersama tersebut menunjukkan 
adanya hubungan hukum di bidang Hukum Perdata. Biarpun 
hubungan hukum tersebut hubungan perdata bukan berarti bahwa 
Hak Bangsa Indonesia adalah hak pemilikan pribadi yang tidak 
memungkinkan adanya hak milik individual. Hak Bangsa Indonesia 
dalam Hukum Tanah Nasional adalah hak kepunyaan, yang 
memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama dengan 
Hak Milik oleh warga negara secara individual. 
Selain merupakan hubungan Hukum Perdata, Hak Bangsa 
Indonesia atas tanah mengandung tugas kewenangan untuk 
mengatur dan mengelola tanah bersama tersebut bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, yang termasuk dalam bidang Hukum 
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Publik. Pelaksanaan kewenangan ini ditugaskan kepada Negara 
Republik Indonesia (Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPA). 
2) Hak Menguasai Negara Atas Tanah14 
Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan 
memiliki sejumlah tujuan yang hakiki sebagai pengemban tujuan 
dari seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, sangat wajar kalau 
setiap hukum positif selalu menempatkan suatu tujuan yang 
terdapat dalam hukum itu yang secara inklusif, termasuk tujuan 
negara. 
Hak menguasai Negara atas tanah bersumber pada Hak 
Bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan 
penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang 
mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah 
bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa 
Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, Bangsa Indonesia 
sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut, pada 
tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 Ayat (1) 
UUPA). 
 
                                                          
14 Ibid., hlm. 98-100 
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Isi wewenang hak menguasai Negara atas tanah 
sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA, adalah: 
a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan, peruntukan, dan pemeliharaan tanah; Termasuk 
wewenang ini, adalah: 
(1) Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, 
peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai 
keperluan (Pasal 14 UUPA jo. UU No. 24 Tahun 1992 
tentang Penataan Ruang). 
(2) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk 
memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan 
mencegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA). 
(3) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah (pertanian) 
untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri 
secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan (Pasal 
10 UUPA). 
b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan tanah (Pasal 16 dan 17 UUPA); Termasuk 
wewenang ini, adalah: 
(1) Menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan 
kepada Warga Negara Indonesia baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada 
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badan hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat 
diberikan kepada Warga Negara Asing (Pasal 16 UUPA). 
(2) Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah 
bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh 
seseorang atau badan hukum (Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA). 
c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
tanah; Termasuk wewenang ini, adalah: 
(1) Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 
Republik Indonesia (Pasal 19 UUPA jo. PP No. 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah). 
(2) Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah. 
(3) Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik 
yang bersifat Perdata maupun Tata Usaha Negara, dengan 
mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai 
kesepakatan. 
Menurut Oloan Sitorus, kewenangan negara dalam bidang 
pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA 
di atas merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur 
penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang 
merupakan kekayaan nasional. Tegasnya, hak menguasai negara 
adalah pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa. 
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Konsekuensinya, kewenangan tersebut hanya bersifat publik 
semata. 
Tujuan hak menguasai negara atas tanah dimuat dalam Pasal 
2 Ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan 
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia 
yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 
Pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dapat 
dikuasakan atau dilimpahkan kepada Daerah-daerah Swatantra 
(Pemerintah Daerah) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, 
sekedar diperlakukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah 
(Pasal 2 Ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian 
kewenangan negara tersebut dapat juga diberikan kepada Badan 
Otorita, Perusahaan Negara, dan Perusahaan Daerah, dengan 
pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak 
Pengelolaan. 
3) Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
Bentuk hukum penguasaan tanah pada masyarakat adat 
dikenal dengan istilah “hak ulayat”. Ini merupakan istilah yang 
digunakan secara formal, meskipun pada setiap etnik istilah yang 
digunakan berbeda-beda. Dalam bahasa hukum maupun ilmiah, 
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istilah “tanah ulayat” selalu digunakan untuk menyebut tanah-tanah 
yang dikuasai menurut hukum adat pada suatu etnik tertentu.15 
Menurut Van Vollenhoven, ciri-ciri hak ulayat itu adalah 
sebagai berikut:16 
a) Tiap anggota dalam persekutuan hukum (etnik, sub etnik, atau 
fam) mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan 
tanah yang belum digarap, misalnya dengan membuka tanah 
untuk mendirikan tempat tinggal baru; 
b) Bagi orang di luar anggota persekutuan hukum, untuk 
mengerjakan tanah harus dengan izin persekutuan hukum 
(dewan pimpinan adat); 
c) Anggota-anggota persekutuan hukum dalam mengerjakan hak 
ulayat itu mempunyai hak yang sama, tapi untuk bukan anggota 
selalu diwajibkan membayar suatu retribusi (uang adat, sewa 
lunas, sewa hutang, bunga pasir, dan lain-lain) ataupun 
menyampaikan suatu persembahan (ulutaon, pemohon); 
d) Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyai campur 
tangan dalam hal tanah yang sudah dibuka dan ditanami oleh 
seseorang; 
                                                          
15 Syahyuti, Nilai-Nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di 
Indonesia, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 24 No, 1, 2006, dalam 
http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/FAE24-1b.pdf , diakses pada 20 Mei 2015 
pukul 19.30 WITA, hlm. 16. 
16 Ibid., hlm. 18 
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e) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala sesuatu 
yang terjadi dalam ulayatnya; 
f) Persekutuan hukum tidak dapat memindah tangankan hak 
penguasaan pada orang lain; dan 
g) Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan suku/masyarakat 
hukum/desa. 
Hampir sama dengan di atas, berlakunya hak ulayat ini 
menurut sistematika Ter Haar adalah sebagai berikut:17  
a) Anggota masyarakat hukum bersama-sama dapat mengambil 
manfaat atas tanah serta tumbuh-tumbuhan maupun hewan liar 
yang hidup di atasnya; 
b) Anggota masyarakat hukum untuk keperluan sendiri berhak 
berburu, mengumpulkan hasil hutan yang kemudian dimiliki 
dengan hak milik bahkan berhak memiliki beberapa pohon yang 
tumbuh liar apabila pohon itu dipelihara olehnya; 
c) Mereka mempunyai hak untuk membuka hutan dengan 
sepengetahuan kepala suku atau kepala masyarakat hukum. 
Hubungan hukum antara orang yang membuka tanah dengan 
tanah tersebut makin lama makin kuat, apabila tanah tersebut 
terus menerus dipelihara/digarap dan akhirnya dapat menjadi 
hak milik Si pembuka. Sekalipun demikian, hak ulayat 
                                                          
17 Ibid., hlm. 18 
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masyarakat hukum tetap ada walaupun melemah. Sebaliknya 
apabila tanah yang dibuka itu tidak diurus atau diterlantarkan, 
maka tanah akan kembali menjadi tanah masyarakat hukum. 
Selain itu, transaksi-transaksi penting mengenai tanah harus 
dengan persetujuan kepala suku; 
d) Berdasarkan kesepakatan masyarakat hukum setempat, dapat 
ditetapkan bagian-bagian wilayah yang dapat digunakan untuk 
tempat pemukiman, makam, pengembalaan umum, dan lain-
lain; 
e) Anggota suku lain tidak boleh mengambil manfaat daerah hak 
ulayat, kecuali dengan seizin pimpinan suku atau masyarakat 
hukum, dan dengan memberi semacam hadiah kecil (uang 
pemasukan) terlebih dahulu, izin tersebut bersifat sementara, 
misalnya untuk selama musim panen, namun suku lain tidak 
dapat mempunyai hak milik atas tanah tersebut. Sifat istimewa 
hak ulayat terletak pada daya berlakunya secara timbak balik 
hak-hak itu terhadap orang lain. Karena pengelolaan tanah 
makin memperkuat hubungan perseorangan dengan sebidang 
tanah. Bila hubungan perorangan atas tanah itu berkurang atau 
bila hubungan itu diabaikan terus-menerus, maka pulihlah hak 
masyarakat hukum atas tanah itu dan tanah tersebut kembali 
menjadi hak ulayat; dan 
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f) Apabila ada anggota suku bangsa lain ditemukan meninggal 
dunia atau dibunuh disuatu wilayah yang dikuasai satu suku 
bangsa, maka suku atau masyarakat hukum di wilayah 
bersangkutan bertanggung jawab untuk mencari siapa 
pembunuhnya atau membayar denda. 
Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 
UUPA, yaitu:  
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 
dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan 
hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum 
adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, 
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 
kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan 
atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan 
dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain 
yang lebih tinggi.”18  
Menurut Pasal 1 Permen Agraria/Kepala BPN No. 5/1999 
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat 
Hukum Adat, yang dimaksud dengan hak ulayat adalah 
kewenangan menurut adat yang dipunyai oleh masyarakat hukum 
adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan 
hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya 
alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi 
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan 
secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak 
                                                          
18 Aminuddin Salle, dkk, op.cit., hlm. 100 
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terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah 
yang bersangkutan.19  
Menurut Boedi Harsono, hak ulayat masyarakat hukum adat 
dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 unsur, yaitu:20  
a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh 
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu 
persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan 
ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari; 
b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup 
para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya 
mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan 
c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, 
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan 
ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut. 
4) Hak-hak Perorangan Atas Tanah 
Hak-hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi 
wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok 
orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai dalam 
                                                          
19 Aminuddin Salle, dkk, loc.cit., hlm. 100 
20 Ibid., hlm. 101 
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arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat dari 
bidang tanah tertentu.21  
Hak-hak perseorangan atas tanah, meliputi: 
a) Hak-hak Atas Tanah 
b) Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada 
pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil 
manfaat dari tanah yang dihakinya. Macam-macam hak atas 
tanah dimuat dalam Pasal 16 dan 53 UUPA jo. PP No 40 tahun 
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai atas Tanah.22  
c) Wakaf Tanah Hak Milik 
Wakaf tanah hak milik adalah hak penguasaan atas tanah 
bekas tanah hak milik, yang oleh pemiliknya dipisahkan dari 
harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-
lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum 
lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Perwakafan tanah milik 
dilindungi dan diatur dalam Pasal 29 dan 31 Ayat (6) Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 49 Ayat (3) UUPA jo. 
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik jo. Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata 
                                                          
21 Ibid., hlm. 101-102 
22 Ibid., hlm. 101-102 
28 
 
Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.23 
Ketentuan dalam dalam Pasal 29 dan 31 Ayat (6) Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur Pencatatan 
perwakafan harus dilakukan pada buku-buku tanah dan 
sertifikat Hak Miliknya, tetapi mengenai wakaf itu sendiri 
seharusnya dibuatkan buku tanah dan sertifikat sendiri karena 
tanah yang bersangkutan sudah berubah menjadi “tanah 
wakaf”.24 
d) Hak Tanggungan 
Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan 
kepada hak atas tanah termasuk atau tidak termasuk benda-
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 
yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-
kreditor lain. Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak 
Milik, HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah Negara. Hak 
Tanggungan diatur dalam Pasal 25, 33, 39 dan 51 UUPA jo. UU 
No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.25  
 
 
                                                          
23 Ibid., hlm. 102-103 
24 Boedi Harsono. op.cit., hlm. 347-348 
25 Aminuddin Salle, dkk, op.cit., hlm. 103 
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e) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
Hak Milik Atas Satuan Rumah susun yaitu hak atas tanah 
yang diberikan kepada sekelompok orang secara bersama 
dengan orang lain. Pada Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 
bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah susun, hak atas 
tanahnya dimiliki atau dikuasai secara bersama-sama oleh 
seluruh pemilik satuan rumah susun. Hak atas tanah yang dapat 
dimiliki atau dikuasai oleh seluruh satuan rumah susun dapat 
berupa Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas tanah Negara. Hak 
Milik Atas Satuan Rumah Susun diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) 
UUPA jo. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 
5) Hak Penguasaan Atas Tanah 
a) Hak-hak Atas Tanah 
Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam 
Pasal 4 Ayat (1) UUPA, yaitu:  
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang 
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang 
lain serta badan-badan hukum”. 
Berdasarkan hal itu, menurut Urip Santoso, hak atas tanah 
bersumber dari hak menguasai negara atas tanah dapat 
diberikan kepada perseorangan baik baik warga negara 
Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang 
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secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukup 
privat maupun badan hukum publik.26  Macam-macam hak atas 
tanah dimuat dalam Pasal 16 jo, Pasal 53 UUPA, yang 
dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu: 
(1) Hak atas tanah yang bersifat tetap 
Yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA 
masih berlaku atau belum dicabut dan digantikan dengan 
undang-undang yang baru. Yang termasuk hak atas tanah 
ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 
Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka 
Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan.  
(2) Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-
undang 
Yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang 
akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah ini 
macamnya belum ada. 
(3) Hak atas tanah yang bersifat sementara 
Yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam 
waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan 
mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat 
feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-
                                                          
26 Urip Santoso, op. cit., hlm. 87 
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macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), 
Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak 
Menumpang, dan Hak Sewah Tanah Pertanian.  
Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo. Pasal 
53 UUPA tidak bersifat limitatif, artinya di samping hak-hak atas 
tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak dimungkinkan hak atas 
tanah baru yang diataur secara khusus dengan undang-undang.27 
Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi 2 
kelompok, yaitu: 
(1) Hak atas tanah yang bersifat primer 
Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. 
Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara, dan Hak 
Pakai Atas Tanah Negara. 
(2) Hak atas tanah yang bersifat sekunder  
Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. 
Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Guna Bangunan 
Atas Tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan Atas Tanah 
Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai 
Atas Tanah Hak Milik, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Gadai 
                                                          
27 Ibid., hlm. 89 
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(Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), 
Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. 
6) Hak Milik 
Hak milik menurut Pasal 20 Ayat (1) UUPA adalah hak turun-
temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 
tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Turun-temurun 
artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama 
pemiliknya masih hidup dan jika pemiliknya telah meninggal dunia, 
maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang 
memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya Hak 
Milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah 
yang lain, tidak mempunyai batas waktu, mudah dipertahankan dari 
gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus. Terpenuh, artinya 
Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling 
luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat 
menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada 
hak atas tanah yang lain dan penggunaan tanahnya lebih luas 
dibanding hak atas tanah yang lain. 
Hak Milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang 
memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan 
kembali suatu hak lain atas bidang tanah Hak Milik yang dimilikinya 
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tersebut (dapat berupa  Hak Guna Bangunan atau Hak Guna 
Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha).28 
Subjek yang dapat mempunyai (subjek hak) tanah Hak Milik 
berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya adalah: 
a) Perseorangan 
Hanya warga Negara Indonesia yang boleh memiliki Hak Milik. 
(Pasal 21 Ayat (1) UUPA). Ketentuan ini mensyaratkan 
perseorangan yang hanya berkewarganegaraan Indonesia saja 
yang dapat memiliki tanah Hak Milik. 
b) Badan-badan Hukum 
Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat 
mempunya tanah Hak Milik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 Ayat (1) 
UUPA). Ketentuan lebih lanjut mengenai badan-badan hukum yang 
dapat mempunyai Hak Milik dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum 
yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, yaitu bank-bank 
yang didirikan oleh negara (Bank Negara), koperasi pertanian, 
badan keagamaan dan badan sosial.  
Bagi pemilik tanah yang tidak memenuhi syarat sebagai 
subjek Hak Milik atas tanah, maka dalam waktu 1 tahun harus 
melepaskan atau mengalihkan Hak Milik atas tanahnya kepada 
                                                          




pihak lain yang memenuhi syarat. Jika hal ini tidak dilakukan maka 
Hak Milik atas tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya akan 
kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Pasal 
21 Ayat (3) dan Ayat (4) UUPA)29. Terjadinya Hak Milik atas tanah 
dapat melalui 3 cara sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 
UUPA, yaitu: 1) Hak Milik atas tanah yang terjadi menurut hukum 
adat; 2) Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan dari 
pemerintah; dan 3) Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan 
Undang-undang. 
Selain itu, Hak Milik atas tanah juga dapat terjadi melalui 2 
cara, yaitu:30  
a) Secara Originair 
Terjadinya Hak Milik atas tanah untuk pertama kalainya 
menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena 
undang-undang. 
b) Secara Derivatif 
Suatu subjek hukum memperoleh tanah dari subjek hukum 
lain yang semulah sudah berstatus tanah Hak Milik, misalnya 
dengan jual-beli, tukar-menukar, hibah dan pewarisan. Dengan 
terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut, 
                                                          
29 Urip Santoso, op. cit., hlm. 93 
30 Ibid., hlm. 96 
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maka Hak Milik atas tanah yang sudah ada beralih dari subjek 
hukum yang satu ke subjek hukum yang lain. 
Faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Milik atas tanah dan 
tanahnya jatuh kepada negara, berdasarkan Pasal 27 UUPA, yaitu: 
a) Karena pencabutan hak berdasarkan (Pasal 18); 
b) Karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya; 
c) Karena diterlantarkan;  
d) Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek 
Hak Milik atas tanah; dan  
e) Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah 
kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek 
Hak Milik atas tanah. Hak Milik atas tanah juga dapat hapus 
karena tanahnya musnah, misalnya karena adanya bencana 
alam. 
7) Hak Guna Usaha 
Pengertian Hak Guna Usaha (HGU) menurut Pasal 28 Ayat 
(1) UUPA adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau 
peternakan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 
menambahkan guna perusahaan perkebunan. 
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Tanah Hak Guna Usaha harus berasal dari tanah Negara. 
Kalau asal tanah Hak Guna Usaha berasal dari tanah hak, maka 
terlebih dahulu dilakukan pelepasan atau penyerahan hak dari 
pemegang hak ke calon pemegang Hak Guna Usaha dengan 
pembayaran ganti kerugian, senjutnya mengajukan permohonan 
Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional. 
Subjek Hak Guna Usaha menurut Pasal 30 UUPA jo. Pasal 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, yaitu: 
a) Warga Negara Indonesia 
Luas tanah Hak Guna Usaha untuk perseorangan minimalnya 5 
hektar dan luas maksimalnya 25 hektar. 
b) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia  
Luas tanah Hak Guna Usaha untuk badan hukum minimalnya 5 
hektar dan luas maksialnya ditentukan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional. 
Berdasarkan Pasal 31 UUPA, Hak Guna Usaha terjadi 
berdasarkan penetapan pemerintah. Pemberian Hak Guna Usaha 
diberikan setelah pengajuan permohonan hak oleh pemohon 
kepada Badan Pertanahan Nasional. Apabila semua syarat dalam 
permohonan terpenuhi, maka Badan Pertanahan Nasional 
menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). Surat 
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keputusan itu kemudian wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan 
Kabupaten atau Kota untuk dicatat dalam buku tanah dan 
diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Pendaftaran SKPH 
menandai lahirnya Hak Guna Usaha. 
Tidak sama dengan Hak Milik, HGU memiliki jangka waktu. 
Pada Pasal 29 Ayat (1) sampai Ayat (3) UUPA, HGU mempunyai 
jangka waktu pertama kali 25 tahun hingga paling lama 35 tahun, 
dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Lebih lanjut pada 
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor  4 Tahun 1996 mengatur 
jangka waktu HGU untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun, 
diperpanjang paling lama 25 tahun dan dapat diperbarui paling 
lama 35 tahun. Pengajuan permohonan perpanjangan atau 
pembaruan HGU selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya 
HGU tersebut.  
Untuk dapat memperpanjang atau memperbarui HGU, ada 3 
syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 
a) Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan 
keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut; 
b) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik 
oleh pemegang hak; dan 
c) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. 
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Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 
lain (Pasal 28 Ayat (3) UUPA), melalui cara, yaitu:31  
a) Beralihnya Hak Guna Usaha dengan cara pewarisan. 
Peralihan ini dibuktikan dengan adanya surat wasiat atau 
keterangan sebagai ahli waris yang dibuat pejabat berwenang, 
surat keterangan kematian pemegang HGU yang dibuat pejabat 
berwenang, bukti identitas para ahli waris dan sertifikat HGU 
yang bersangkutan. 
b) HGU dialihkan melalui cara jual-beli, tukar-menukar, hibah dan 
penyertaan dalam modal perusahaan. 
Peralihan ini dibuktikan dengan Akta Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) khusus yang ditunjuk oleh Kepala Badan 
Pertanahan Nasional. 
c) HGU dialihkan melalui cara lelang. 
Peralihan ini dibuktikan dengan Berita Acara Lelang yang 
dibuat oleh pejabat dari Kantor Lelang. 
Hapusnya HGU disebabkan beberapa faktor sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 34 UUPA jo. Pasal 17 Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, yaitu: 
a) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 
keputusan pemberian atau perpanjangannya; 
                                                          
31 Ibid., hlm. 103 
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b) Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum 
jangka waktunya berakhir karena tidak terpenuhinya kewajiban-
kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian 
hak dan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 
c) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum 
jangka waktunya berakhir; dan 
d) HGU-nya dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 1961; 
e) Tanahnya ditelantarkan; 
f) Tanahnya musnah; dan 
g) Pemegang Hak Guna Usaha tidak memenuhi syarat sebagai 
pemegang HGU. 
8) Hak Guna Bangunan 
Pengertian Hak Guna Bangunan berdasarkan Pasal 35 UUPA 
adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah 
yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 
tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 
tahun. 
Dalam Pasal 37 UUPA menegaskan bahwa HGB terjadi pada 
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang 
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lain, sedangkan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 1996 menegaskan bahaw tanah yang dapat diberikan 
dengan Hak Guna Bangunan adalah tanah Negara, tanah Hak 
Pengelolaan, atau tanah Hak Milik. 
Yang termasuk dalam subjek HGB menurut Pasal 36 UUPA 
jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, adalah: 
a) Warga Negara Indonesia; 
b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia). 
Terjadinya HGB berdasarkan asal tanahnya dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
a) Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara 
HGB ini terjadi dengan adanya keputusan pemberian hak 
yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. HGB ini 
terjadi sejak keputusan pemberian hak tersebut didaftarkan oleh 
pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau 
Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah. Sebagai tanda 
bukti haknya diterbitkan sertifikat (Pasal 22 dan Pasal 23 PP No. 
40 tahun 1996). HGB ini berjangka waktu untuk pertama kali 
paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 
paling lama 20 tahun, dan dapat diperbarui untuk jangka waktu 
paling lama 30 tahun.  
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Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaruan 
HGB diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum 
berakhirnya HGB tersebut. Perpanjangan atau pembaruan HGB 
itu dicatat pada Buku Tanah kantor Pertanahan Kabupaten atau 
Kota setempat.  
b) Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan 
HGB ini terjadi dengan keputusan pemberiaan hak atas 
usul pemegang Hak Pengelolaan yang diterbitkan Badan 
Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 4 Permen Agraria atau 
Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999. HGB ini terjadi sejak 
keputusan tersebut didaftarkan kepada Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat untuk dicatat dalam 
Buku Tanah. Sebagai tanda bukti haknya, diterbitkan sertifikat 
HGB (Pasal 22 dan Pasal 23 PP No. 40 tahun 1996). HGB ini 
berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 30 tahun, dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan 
dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.  
Perpanjangan jangka waktu atau pembaruan HGB ini atas 
permohonan pemegang HGB setelah mendapat persetujuan 
dari pemegang Hak Pengelolaan. Permohanan perpanjangan 
jangka waktu atau pembaruan HGB diajukan selambat-
lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya HGB tersebut. 
42 
 
Perpanjangan atau pembaruan HGB itu dicatat pada Buku 
Tanah kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat. 
c) Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik 
HGB ini terjadi dengan pemberian oleh pemegang Hak 
Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT). Akta PPAT ini wajib didaftarkan kepala Kepala 
Badan Pertanahan Kabupaten atau Kota untuk dicatat dalam 
Buku Tanah (Pasal 24 PP No. 40 tahun 1996). 
HGB ini berjangka waktu paling lama 30 tahun, tidak ada 
perpanjangan jangka waktu. Namun, atas kesepakatan antara 
pemegang Hak Milik dengan pemegang HGB, dapat 
diperbaharui dengan HGB baru dengan akta yang dibuat oleh 
PPAT dan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten atau Kota setempat. 
Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 
lain (Pasal 35 Ayat (3) UUPA jo. Pasal 34 PP No. 40 tahun 1996), 
melalui cara, yaitu:32  
a) Beralihnya Hak Guna Bangunan dengan cara pewarisan. 
Peralihan ini dibuktikan dengan adanya surat wasiat 
atau keterangan sebagai ahli waris yang dibuat pejabat 
berwenang, surat keterangan kematian pemegang HGB 
                                                          
32 Ibid., hlm. 110 dan 111 
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yang dibuat pejabat yang berwenang, bukti identitas para 
ahli waris dan sertifikat HGB yang bersangkutan. HGB 
dialihkan melalui cara jual-beli, tukar menukar, hibah dan 
penyertaan dalam modal perusahaan. Peralihan ini 
dibuktikan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT). 
b) HGB dialihkan melalui cara lelang. 
Peralihan ini dibuktikan dengan Berita Acara Lelang 
yang dibuat oleh pejabat dari Kantor Lelang. Dalam 
peralihan HGB ini ada ketentuan khusus, yaitu peralihan 
HGB atas tanah Hak Pengelolaan harus dengan persetujuan 
tertulis dari pemengang Hak Pengelolaan. Begitu pun 
dengan HGB atas tanah Hak Milik, harus dengan 
persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik.33  
Hapusnya HGB disebabkan beberapa faktor sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 40 UUPA jo. Pasal 35 Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yaitu: 
a) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 
keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam 
perjanjian pemberiannya; 
                                                          
33 Ibid., hlm. 113 
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b) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak 
Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya 
berakhir, karena: 
c) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau 
dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
HGB; atau  
d) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang 
tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara 
pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau 
perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau  
e) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap; 
f) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum 
jangka waktu berakhir; 
g) Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961; 
h) Ditelantarkan;  
i) Tanahnya musnah;  
j) Pemegang HGB tidak memenuhi syarat sebagai pemegang HGB.  
9) Hak Pakai 
Menurut Pasal 41 Ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan Hak 
Pakai (HP) adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
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hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah 
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan 
jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA. Perkatan “menggunakan” 
dalam HP menunjukan pada pengertian bahwa HP digunakan 
untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan 
“memungut hasil” dalam HP menunjukkan pada pengertian bahwa 
HP digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, 
misalnya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.34 
Berdasarkan pengertiannya di atas, asal tanah HP adalah 
tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang 
lain (Hak Milik). Sedangkan dalam Pasal 41 PP No. 40 tahun 1996 
lebih tegas menyebutkan bahwa tanah yang dapat diberikan HP 
adalah tanah negara, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah Hak Milik. 
Subjek Hak Pakai berdasarkan Pasal 42 UUPA, menentukan 
bahwa yang dapat mempunyai hak pakai ialah : 
a) Warga Negara Indonesia; 
b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
                                                          
34 Ibid., hlm. 115 
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c) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia; 
d) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 
Sedangkan dalam Pasal 39 PP No. 40 tahun 1996 lebih rinci 
menyebutkan yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah :  
a) Warga Negara Indonesia; 
b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia;  
c) Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan 
Pemerintah Daerah;  
d) Badan-badan keagamaan dan sosial;  
e) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia (lebih khusus 
diatur dalam PP No. 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah 
Tempat Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing yang 
Berkedudukan di Indonesia);  
f) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;  
g) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. 
Terjadinya Hak Pakai berdasarkan asal tanahnya dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
a) Hak Pakai Atas Tanah Negara 
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HP ini diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh 
Badan Pertanahan Nasional. HP ini terjadi sejak keputusan 
pemberian hak didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten atau Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah 
dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. 
Pasal 5 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 
menetapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota 
berwenang menerbitkan keputusan pemberian HP, sedangkan 
Pasal 10-nya memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk 
menerbitkan keputusan pemberian HP. 
b) Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan 
HP ini diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh 
Badan Pertanahan Nasional berdasarkan usul pemegang Hak 
Pengelolaan. HP ini terjadi sejak keputusan pemberian HP 
didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau 
Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan 
sertifikat sebagai tanda bukti haknya. 
Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang 
menerbitkan keputusan pemberian Hak Pakai diatur dalam 
Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999, sedangkan 
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prosedur penerbitan keputusan pemberian Hak Pakai diatur 
dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999. 
c) Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik 
HP ini terjadi dengan pemberian tanah oleh pemilik tanah 
dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Akta PPAT ini wajib 
didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota 
setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah.  
Untuk jangka waktu HP, pada Pasal 41 Ayat (2) UUPA tidak 
menentukan secara tegas berapa lama jangka waktu Hak Pakai. 
Pasal ini hanya menentukan bahwa Hak Pakai dapat diberikan 
selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan 
untuk keperluan yang tertentu. Namun dalam PP No. 40 tahun 
1996, jangka waktu Hak Pakai diatur pada Pasal 45 sampai dengan 
Pasal 49. Jangka waktu HP ini berbeda-beda sesuai dengan asal 
tanahnya, yaitu: 
a) Hak Pakai Atas Tanah Negara 
Hak pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling 
lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling 
lama 20 dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 
25 tahun. 
Khusus hak pakai yang dipunyai Departemen, Lembaga 
Non-Departemen, Pemerintah Daerah, badan-badan 
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keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing dan perwakilan 
badan internasional diberikan untuk jangka waktu yang tidak 
ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 
tertentu. 
Berkaitan dengan subjek Hak Pakai atas tanah Negara ini, 
A.P. Parllindungan menyatakan bahwa ada HP yang bersifat 
publikrechteljik, yang tanpa right of disposal (artinya yang tidak 
boleh dijual ataupun dijadikan jaminan utang), yaitu Hak Pakai 
yang diberikan untuk instansi-instansi pemerintah seperti 
sekolah, Perguruan Tinggi Negeri, kantor pemerintah, dan 
sebagainya dan HP yang diberikan untuk usaha-usaha sosial 
dan keagamaan juga diberikan untuk waktu yang tidak tertentu 
dan selama melaksanakan tugasnya. 
Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaruan 
hak pakai diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum 
berakhirnya jangka waktu HP tersebut. Perpanjangan jangka 
waktu atau pembaruan HP dicatat dalam buku tanah pada 
kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota setempat. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang HP 
untuk perpanjangan jangka waktu atau pembaruan HP, yaitu: 
(1) Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan 
keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut; 
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(2) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik 
oleh pemegang hak; dan 
(3) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang 
hak pakai. 
b) Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan 
HP ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 
tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 
tahun, dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 
tahun. Perpanjangan jangka waktu atau pembaruan HP ini 
dapat dilakukan atas usul pemegang hak pengelolaan. 
c) Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik 
HP ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun 
dan tidak dapat diperpanjang. Namun, atas kesepakatan antara 
pemilik tanah dengan pemegang HP dapat diperbarui dengan 
pemberian HP baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan 
wajib didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten atau 
Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah. 
HP dapat beralih dan dialihkan, HP yang diberikan atas tanah 
negara untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak 
pengelolaan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak 
pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan apabila hak pakai 
tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai atas 
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tanah hak milik yang bersangkutan. Hak pakai atas tanah negara 
yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama 
dipergunakan untuk keperluan tertentu tidak dapat dialihkan 
kepada pihak lain. Hak pakai yang dipunyai oleh Departemen, 
Lembaga Pemerintan Non-departemen, pemerintah daerah, badan-
badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing, dan 
perwakilan badan internasional tidak dapat dialihkan kepada pihak 
lain. 
Peralihan hak pakai yang berbentuk beralih karena pewarisan 
harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan 
sebagai ahli waris yang dibuat oleh pejabat berwenang, surat 
keterangan kematian pemegang hak pakai yang dibuat oleh 
pejabat yang berwenang, bukti identitas para ahli waris sertifikat 
hak pakai yang bersangkutan. Prosedur peralihan hak pakai karena 
pewarisan diatur dalam Pasal 54 PP No. 40 tahun 1996 jo. Pasal 
42 PP No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 111 dan Pasal 112 Permen 
Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997. 
Peralihan hak pakai yang berbentuk dialihkan karena jual belli, 
tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan wajib 
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT, 
kecuali lelang harus dibuktikan dengan berita acara lelang yang 
dibuat oleh pejabat dari kantor lelang. 
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Faktor hapusnya HP dijelaskan dalam Pasal 55 Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, yaitu: 
a) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 
keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam 
perjanjian pemberiannya; 
b) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak 
Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka 
waktunya berakhir, karena:  
(1) Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan 
atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 (HP); atau  
(2) Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban 
yang tertuang dalam perjanjian pemberian HP antara 
pemegang HP dan pemegang Hak Milik atau perjanjian 
penggunaan Hak Pengelolaan; atau  
(3) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap.  
(4) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum 
jangka waktu berakhir;  
(5) Hak pakainya dicabut;  
(6) Ditelantarkan;  
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(7) Tanahnya musnah;  
(8) Pemegang HP tidak memenuhi syarat sebagai pemegang 
HP. 
10) Hak Sewa untuk Bangunan 
Menurut Pasal 44 Ayat (1) UUPA, seseorang atau suatu 
badan hukum mempunyai Hak Sewa Atas Tanah, apabila ia berhak 
mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, 
dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebgai sewa. 
Hak Sewa Untuk Bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang 
atau badan hukum untuk mendirikan atau mempunyai bangunan di 
atas tanah Hak Milik orang lain dengan membayar sejumlah uang 
sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati 
oleh pemilik tanah dengan pemegang Hak Sewa Untuk Bangunan. 
Menurut Soedikno Mertokusumo, dalam Hak Sewa Untuk 
Bangunan, pemilik tanah menyerahkan tanahnya dalam keadaan 
kosong kepada penyewa dengan maksud agar penyewa dapat 
mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Bangunan itu menurut 
hukum menjadi milik penyewa kecuali ada perjanjian lain.35 
Hal ini berbeda dengan Hak Sewa Atas Bangunan yaitu 
penyewa menyewa bangunan di atas tanah hak orang lain dengan 
membayar sejumlah uang sewa dan dalam jangka waktu tertentu 
                                                          
35 Ibid., hlm. 125 
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yang disepakati oleh pemilik bangunan dan penyewa bangunan. 
Jadi objek perbuatan hukumnya adalah bangunan bukan tanah. 
Objek hak atas tanah yang dapat disewakan kepada pihak lain 
adalah Hak Milik dan objek yang disewakan oleh pemilik tanah 
kepada pihak lain (pemegang Hak Sewa Untuk Bangunan) adalah 
tanah bukan bangunan. Sedangkan, pemegang Hak Sewa Untuk 
Bangunan, menurut Pasal 45 UUPA dapat dipunyai yaitu: 
a) Warga Negara Indonesia;  
b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
c) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia; dan 
d) Badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia. 
Hak Sewa Untuk Bangunan terjadi dengan perjanjian 
persewaan tanah yang tertulis antara pemilik tanah dengan 
pemegang Hak Sewa Untuk Bangunan, yang tidak boleh disertai 
syarat-syarat yang mengadung unsur pemerasan. UUPA tidak 
mengatur secara rinci mengenai bentuk dan pendaftaran perjajian 
Hak Sewa Untuk Bangunan ini. Namun dalam ketentuan Pasal 9 
Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mejelaskan 
bahwa Hak Sewa Untuk Bangunan tidak termasuk hak atas tanah 
yang wajib didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten atau Kota. 
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Jangka waktu Hak Sewa Untuk Bangunan tidak diatur secara 
tegas dalam UUPA. Mengenai jangka waktu Hak Sewa Untuk 
Bangunan diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah 
dengan pemegang Hak Sewa Untuk Bangunan. 
Pemegang Hak Sewa Untuk Bangunan pada dasarnya tidak 
dibolehkan mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain tanpa izin 
dari pemilik tanah. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat 
berakibat terputusnya hubungan sewa-menyewa antara pemegang 
hak dengan pemilik tanah. 
Hapusnya Hak Sewa Untuk Bangunan dapat disebabkan 
beberapa faktor, yaitu: 
a) Jangka waktu berakhir; 
b) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir dikarenakan 
pemegang Hak Sewa Untuk Bangunan tidak memenuhi syarat 
sebagai pemegang Hak Sewa Untuk Bangunan; 
c) Dilepaskan pemegang Hak Sewa Untuk Bangunan sebelum 
jangka waktu berakhir; 
d) Hak Milik atas tanahnya dicabut untuk kepentingan umum; 





B. Tinjauan tentang Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah 
1. Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah  
Rencana tata guna tanah (RTGT) merupakan bentuk nyata 
pelaksanaan Pasal 2,14, dan 15 UUPA yang juga di jiwai undang-
undang lain yang mengurus penggunaan tanah. Tujuan RTGT adalah 
untuk mengatur  persediaan, peruntukan, penggunaan tanah agar 
memberi manfaat yang lestari, optimal, serasi, seimbang. Fungsi 
RTGT adalah bukan hanya sebagai suatu prosedur penyediaan tanah, 
tetapi juga sebagai pengarahan kegiatan penggunaan tanah jangka 
pendek maupun jangka panjang, sehubungan dengan rencana 
pembangunan. 
Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata 
guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan 
tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah meliputi 
pengaturan pertanahan kelembagaan yang terkait dengan 
pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan system untuk kepentingan 
masyarakat secara adil. Penatagunaan tanah merupakan merupakan 
wujud pelaksanaan dari Pasal 33 Undang-undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang penataan ruang.36  
Penyelengaraan penatagunaan tanah di Kabupaten/Kota meliputi; 
a. Penetapan kegiatan penatagunaan tanah; 
                                                          
36 Hasni, Op.Cit. hlm. 71 
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b. Pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah. 
Penatagunaan tanah sangat penting dalam menentukan bagi 
persediaan peruntukan dan penggunaan tanah untuk menjamin 
adanya kelestarian lingkungan akibat adanya pertambahan penduduk, 
seperti yang tertuang dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang menyebutkan bahwa: 37 
“Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta 
mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, 
badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah 
itu.”  
 
Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka 
penataan ruang. Dalam Pasal 11 UUPR ditegaskan wewenang 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penataan ruang,38 
(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
penyelenggaraan penataan ruang meliputi : 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota 
dan kawasan strategis kabupaten/kota; 
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota; dan kerja sama penataan ruang 
antarkabupaten/kota. 
(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : 
a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; 
b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten/kota. 
(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan : 
                                                          
37 Ibid, hlm. 75 
38 Ibid, hlm. 141 
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a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; 
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota; 
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; 
dan 
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota. 
(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah 
kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan 
ruang dan petunjuk pelaksanaannya. 
(5) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah 
daerah kabupaten/kota : 
a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan 
rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam 
rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota; dan  
b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang 
penataan ruang. 
2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang39 
Menurut Herman Hermit,  
”Sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, 
maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-
pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-
undangan) apa pun, termasuk UU Penataan Ruang, wajib 
dijiwai oleh asas keadilan.” 
Adapun asas penataan ruang menurut Pasal 2 Undang-undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah: 
Pasal 2 
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: 
a. Keterpaduan; 
b. Keserasian, Keselarasan, Dan Keseimbangan; 
c. Keberlanjutan; 
                                                          
39 Intan Ghina, Kebijakan Nasional Dalam Perencanaan Tata Ruang Kebijakan Nasional Dalam 
Perencanaan Tata Ruang, dalam https://intanghina.wordpress.com/2008/12/17/tinjauan-teori-
penataan-ruang-dan-kebijakan-penataan-ruang-terhadap-lingkungan-hidup/, diakses pada 20 
Agustus 2016 pukul 19.30 WITA. 
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d. Keberdayagunaan Dan Keberhasilgunaan; 
e. Keterbukaan; 
f. Kebersamaan Dan Kemitraan; 
g. Pelindungan Kepentingan Umum;  
h. Kepastian Hukum Dan Keadilan; Dan 
i. Akuntabilitas.  
Kesembilan asas penyelenggaraan penataan ruang tersebut pada 
intinya merupakan norma-norma yang diambil untuk memayungi 
semua kaidah-kaidah pengaturan penataan ruang. 
Dalam penyelengaraan penataan ruang suatu wilayah, pada 
akhirnya mewujudkan pengembangan wilayah seperti yang 
diharapkan, maka terdapat paradigma yang harus sesuai dengan asas 
yang terkandung dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik: 
Pasal 10 
1. AUPB yang dimaksud dalam undang - undang ini meliputi 
asas: 




e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; 
f. Keterbukaan; 
g. Kepentingan Umum; Dan 
h. Pelayanan Yang Baik 
2. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana 
dimaksud pada Ayat 1dapat diterapkan sepanjang dijadikan 
dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.” 
Selanjutnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 
berpedoman pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 




Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan 
Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan 
negara yang terdiri atas: 
a. Kepastian Hukum; 
b. Tertib Penyelenggara Negara; 






i. Efektivitas; dan 
j. Keadilan. 
 
Dari beberapa pasal tersebut dapat dipahami bahwa rumusan 
tujuan (pengaturan penataan ruang) merupakan penerapan 
bagaimana konsep asas-asas penyelenggaran penataan ruang 
mengendalikan arah dan sasaran yang hendak dituju oleh suatu 
pengaturan Undang-Undang ini. 
3. Pokok-pokok Kebijakan Penatagunaan Tanah40 
Penatagunaan tanah pada dasarnya berdasarkan keterpaduan, 
berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, 
berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan 
hukum.41 
 
   
                                                          
40 Ibid, hlm.86 
41 Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah 
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Beberapa tujuan penatagunaan tanah; 
a. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi 
berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 
rencana tata ruang wilayah; 
b. Mewujudkan wilayah, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar 
sesuai degan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang 
wilayah; 
c. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, 
penggunaan danpenguasaan tanah termasuk pemeliharaan tanah 
serta pengedalian pemanfaatan tanah; 
d. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan 
memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan 
hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.42  
Dalam pokok-pokok penatagunaan tanah, pemanfaatan ruang 
dikembangkan dengan cara penatagunaan tanah yang disebut juga 
pola pengelolaan tata guna tanah. 
4. Peran Serta Masyarakat Dalam Penatagunaan Ruang43 
Dalam perjalanan perencanaan kota dan wilayah, peran serta 
masyarakat juga dibutuhkan dalam menentukan arah pembangunan 
                                                          




diwilayahnya. Karena pada dasarnya masyarakat secara langsung 
merasakan dampak dari pembangunan di wilayah mereka.  
Peran serta masyarakat dalam penataan ruang seperti yang 
diamanatkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 ditindaklanjuti 
dengan turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 
pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran 
serta masyarakat dalam penataan ruang. 
Hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang tertuang 
dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007,44 
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:  
a. mengetahui rencana tata ruang; 
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan 
ruang;  
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang 
timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang 
sesuai dengan rencana tata ruang;  
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 
wilayahnya. 
 
C. Tinjauan Tentang Alih Fungsi Lahan 
1. Alih Fungsi Lahan 
Alih fungsi lahan merupakan tindakan atau kegiatan merubah 
fungsi awal dari suatu lahan menjadi fungsi lain secara tetap atau 
sementara. Dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dapat 
                                                          
44 Lihat Pasal 60 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
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diketahui bahwa syarat utama diperkenankannya pencabutan hak atas 
tanah adalah untuk kepentingan umum.45 
Adapun mengenai sifat dari kepentingan umum tersebut dapat 
ditemui pada Pasal 1 Inpres Nomor 9 Tahun 1973.46 Suatu kegiatan 
dalam rangka melaksanakan Pembangunan mempunyai sifat 
kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut: 
1) Kepentingan bangsa dan negara; 
2) Kepentingan masyarakat luas; 
3) Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau 
4) Kepentingan pembangunan. 
Yang berhak menjadi subyek atau pemohon untuk mengajukan 
permintaan pencabutan hak atas tanah adalah Instansi atau Badan 
Pemerintah dan usaha-usaha swasta yang rencana proyeknya harus 
disetujui oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
Rencana Pembangunan yang telah ada. Adanya lembaga pencabutan 
hak disusul dengan adanya ganti rugi yang layak, maka pemerintah 
Indonesia tidak menganut satu asas kemungkinan pensitaan tanah 
selain dan tidak mungkin penyitaan karena ideologi yang dianutnya 
dalam arti pencabutan demikian pula pembebasan tanah harus 
dengan suatu ganti rugi yang layak. 
                                                          
45 Lihat Pasal 1 UU No. 20 tahun 1961 tentang  Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-
Benda Yang Ada Di Atasnya 
46Lihat Pasal 1 Inpres No. 9 tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan 
Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya 
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Yang mana alih fungsi ini harus memenuhi syarat pengalih 
fungsian suatu lahan sesuai yang syaratkan dalam Kepres Nomor 55 
Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, 
yang dilaksankan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. 
Juga perlu diperhatikan fungsi kepentingan umum dalam Pasal 5 
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang 
berbunyi: 
Pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan 
Keputusan Presiden ini dibatasi untuk:  
a. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya 
dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari 
keuntungan, dalam bidang-bidang antara lain sebagai 
berikut:  
2) Jalan Umum, saluran pembuangan air; 
3) Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya 
termasuk saluran irigasi;  
4) Rumah sakit umum dan Pusat-pusat Kesehatan 
Masyarakat;  
5) Pelabuhan atau Bandar Udara atau terminal;  
6) Peribadatan;  
7) Pendidikan atau sekolahan;  
8) Pasar umum atau pasar INPRES;  
9) Fasilitas pemakaman umum;  
10) Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul 
penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain 
bencana;  
11) Pos dan Telekomunikasi; 
12) Sarana olah raga; 
13) Stasion penyiaran radio, televisi beserta sarana 
pendukungnya; 
14) Kantor Pemerintah; 
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15) Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 
2. Faktor-faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan 
Proses alih fungsi lahan yang terjadi disebabkan oleh beberapa 
faktor. Ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi 
lahan yaitu: 
a) Faktor Eksternal  
Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika 
pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. 
b) Faktor Internal 
Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-
ekonomi rumah tangga pengguna lahan. 
c) Faktor Kebijakan 
Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 
maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan. 
Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu sendiri terutama 
terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan 







D. Badan Pertahanan Nasional 
1. Sejarah Badan Pertanahan 
Sejarah BPN (Badan Pertanahan Nasional)47 Pada masa 1960 
sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan 
Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian 
penguasaan dalam hal ini kelembagaan. tentunya masalah tersebut 
berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. ketika dalam 
naungan kementerian agraria sebuah kebijakan diproses dan 
ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat 
Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri 
hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantah. disamping itu 
secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami 
peubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek. 
Untuk mengetahui perubahan tersebut dibawah ini adalah sejarah 
kelembagaan Badan Pertanahan Nasional: 
1. Tahun 1960-1963 
Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan tentang 
pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah masih di keluarkan 
oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. kebijakan itu 
ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih 
mengalami masa transisi. 
 
                                                          
47 BPN RI, Sejarah Kelembagaan Pertanahan, dalam http://www.BPN.go.id/Tentang-
Kami/Sejarah, diakses pada 12 juni 2015 pukul 16.00 WITA.   
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2. Tahun 1963 
Tahun ketiga sejak berlakunya UUPA, dibentuklah sebuah 
Departemen Pertanian dan agrarian yang dipimpin oleh Sadjarwo, 
S.H. pada saat itu pertanian dan agraria masih dalam satu naungan 
menteri pertanian dan agraria. 
3. Tahun 1965 
Pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga 
yang terpisah dari naungan Menteri Pertanian dan pada saat itu 
Menteri Agraria dipimpin oleh R.Hermanses. S.H 
4. Tahun 1968 
Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan.pada 
saat itu dimasukan dalam bagian departemen dalam negeri dengan 
nama Direktorat Jenderal Agraria, selama periode 1968-1988 tetap 
bertahan tanpa ada perubahan secara kelembagaan begitupula 
dengan peraturan yang diterbitkan. 
5. Tahun1988-1993 
Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit 
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan 
Pertanahan Nasional. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan 
nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi–politik Orde 
Baru, kebutuhan akan tanah juga makin meningkat. Persoalan 
yang dihadapi Direktorat Jenderal Agraria bertambah berat dan 
rumit.Untuk mengatasi hal tersebut, status Direktorat Jenderal 
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Agraria ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non 
Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional.Dengan 
lahirnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut, 
Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden. 
6. Tahun 1993 sampai 1998 
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas 
Kepala Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri 
Negara Agraria.Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang 
sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara 
Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat 
koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih 
berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional. Pada Tahun 
1994, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
menerbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1994, tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Staf Kantor Menteri Negara Agraria. 
7. Tahun 1999 sampai 2001 
Pada 1999 terbit Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 
tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 
1988.Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia.Pelaksanaan pengelolaan 
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pertanahan sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan 
Pertanahan Nasional. 
8. Tahun 2001 sampai 2005 
Pada periode ini Badan Pertanahan Nasional beberapa kali 
mengalami perubahan struktur organisasi. Keputusan Presiden 
Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional 
mengubah struktur organisasi eselon satu di Badan Pertanahan 
Nasional. Namun yang lebih mendasar adalah Keputusan Presiden 
Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Dibidang Pertanahan. Disusul kemudian terbit Keputusan Presiden 
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 34 
Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan 
memposisikan BPN sebagai lembaga yang menangani kebijakan 
nasional di bidang pertanahan. 
9. Tahun 2005 sampai 2012 
Pada masa ini BPN dipimpin oleh Joyo Winoto,Ph. D. Pada 11 April 
2006 terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Badan Pertanahan Nasional yang menguatkan kelembagaan 
Badan Pertanahan Nasional, di mana tugas yang diemban BPN RI 
juga menjadi semakin luas. BPN RI bertanggung jawab langsung 
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kepada Presiden, dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, dengan fungsi: 
(1) Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan; 
(2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan; 
(3) Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang 
pertanahan; 
(4) Pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang pertanahan;  
(5) Penyelenggaran dan pelaksanaan survei, pengukuran dan 
pemetaan di bidang pertanahan; 
(6) Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin 
kepastian hukum; 
(7) Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; 
(8) Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan 
penataan wilayah-wilayah khusus; 
(9) Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik 
negara/daerah bekerja sama dengan departemen keuangan; 
(10) Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah; 
(11) Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain; 
(12) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan 
dan program di bidang pertanahan; 
(13) Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; 
(14) Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan 
konflik di bidang pertanahan; 
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(15) Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan; 
(16) Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan 
(17) Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia 
dibidang pertanahan; 
(18) Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan; 
(19) Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan 
dengan bidang pertanahan; 
(20) Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang 
dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
(21) Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
10. Periode Tahun 2012-2014  
Pada masa ini BPN di pimpin oleh Hendraman Supanji 
sebagai kepala.Pada 2 Oktober 2013 terbit Peraturan Presiden 
Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional yang 
mengatur fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut:  
(1) Penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang 
pertanahan; 
(2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program,kegiatan 
dan kerja sama di bidang pertanahan; 
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(3) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 
lingkungan BPN RI; 
(4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, 
pengukuran, dan pemetaan; 
(5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan 
hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 
(6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, 
penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; 
(7) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan 
penetapan hak tanah instansi; 
(8) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian 
dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 
(9) Pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan 
tugas di bidang pertanahan; 
(10) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian 
pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 
(11) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum 
pertanahan; 




(13) Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan 
pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; 
dan 
(14) Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang 
pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
11. Tahun 2014–sekarang 
Pada tahun 2014 BPN masih merupakan Lembaga Negara Non 
Departemen yang dipimpin oleh seorang Kepala. Namun setelah 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 
Badan Pertanahan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 17 
Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata 
Ruang, BPN kembali bernaung dibawah sebuah kementrian yaitu 
kementrian agrarian dan tata ruang, dimana kepala BPN RI saat ini 
dijabat oleh Ferry Mursyidan Baldan, yang sekaligus juga 
merupakan Menteri Agraria dan Tata Ruang. yang selanjutanya 
untuk menjalankan tugasnya dibagi Wilayah BPN di tingkat Provinsi 
dan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota. 
2.  Dasar Hukum Badan Pertanahan Nasional 
Dalam menjalankan tugasnya dalam bidang pertanahan, BPN 
berpedoman pada: 




b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah; 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah; 
d) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan 
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 
e) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
f) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 
Pertanahan Nasional; 
g) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Agraria yang berfungsi  Tata Ruang; 
h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 
i) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 
j) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);  
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k) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem 
Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);  
l) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223); dan 
m) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan 
Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 339). 
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional 
a) Kedudukan BPN 
Sebagai lembaga Pemerintah Kedudukan BPN diatur dalam 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 
Pertanahan Nasional Pasal 1 yang berbunyi; 
(1)Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah 
Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden. 
(2)Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala. 
Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa yang menjadi 
kepala BPN RI adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kemudian 
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BPN yang berada di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota diangkat 
oleh Kepala BPN RI dengan persetujuan Menteri Aparatur Negara.  
b) Tugas BPN 
Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang mengurusi 
masalah pertanahan memiliki tugas pokok yang diatur dalam 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Bab I Pasal 2 yang 
berbunyi; 
BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan 
di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Sehingga bisa dikatakan bahwa BPN adalah wakil pemerintah 
dalam melaksanakan segala urusan yang berhubungan dengan 
pertanahan di tingkat nasional sampai tingkat daerah. 
c) Fungsi BPN 
Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Bab I Pasal 
3 menyebutkan bahwa BPN dalam menjalankan tugasnya juga 
menjalakan fungsi, yaitu:32 
1) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 
2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, 
pengukuran, dan pemetaan; 
3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan 
hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;  
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4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, 
penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; 
5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan 
tanah; 
6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian 
dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;  
7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 
8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 
lingkungan BPN; 
9) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian 
pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 
10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 
pertanahan; dan 







BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi 
Selatan. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena daerah tersebut 
representatif untuk penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa lahan bumi 
perkemahan yang beralih fungsi menjadi lahan parkir berada di 
Kabupaten Maros.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder 
yang diperoleh baik melalui wawancara dan dari dokumen-dokumen. 
Populasi dan sampel penelitian adalah Kantor Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Maros, Kantor Bupati Kabupaten Maros, Dinas 
Pariwisata Kabupaten Maros, Kantor Badan Aset Kabupaten Maros, 
Kantor Kelurahan Je’ne Taesa dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 
Maros. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi adalah Field Research yaitu mengadakan penelitian di 
lapangan secara langsung pada objek yang dituju, dengan mengambil 
data yang diperlukan. Metode ini ditempuh dengan jalur penelitian:  
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1) Metode wawancara (interview), yaitu mengambil data dengan cara 
mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber 
maupun responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang 
bersifat terbuka. 
Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat atau instansi yang 
terkait dengan kegiatan alih fungsi lahan bumi perkemahan menjadi 
lahan parkir, yaitu: Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Maros, Lurah Kelurahan Je’ne Taesa Kecamatan Simbang, Kepala 
Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Kepala Badan Aset Kabupaten 
Maros dan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Maros.  
2) Metode dokumentasi, yaitu peneliti mengambil data atau arsip-arsip 
yang diberikan oleh instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan 
kegiatan alih fungsi lahan bumi perkemahan menjadi lahan parkir. 
D. Analisis Data 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif, yakni suatu analisis data yang menjelaskan peraturan 
perundang – undangan mengenai mekanisme alih fungsi lahan dan peran 
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros dalam alih fungsi lahan, 
kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. 
Selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, 
menguraikan kemudian menjelaskan berdasarkan rumusan masalah yang 






A. Alih fungsi Lahan Bumi Perkemahan menjadi Lahan Parkir Di 
Kabupaten Maros 
1. Gambaran Objek dan Riwayat Tanah 
a. Profil Kabupaten Maros48 
Luas Wilayah kabupaten Maros berjumlah 1619,11 KM2 yang 
terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 desa 
dan kelurahan. Secara Administratif Kabupaten Maros berbatasan 
dengan wilayah: 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep; 
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone; 
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota 
Makassar; dan 







                                                          
48 Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Geografi Kabupaten Maros, 2016, dalam 
http://maroskab.go.id/geografi, diakses pada 20 Juli 2016 pukul 19.30 WITA. 
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Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Maros dapat 
dilihat pada peta sebagai berikut, 









Dalam sejarahnya, Kabupaten Maros telah dipimpin oleh 14 
bupati. Berikut adalah nama-nama bupati Kabupaten Maros dari 
masa ke masa49, 
NO NAMA MASA JABATAN KETERANGAN 
1 Nurdin Johan 1960 – 1962 BUPATI PERTAMA 
2 Kol. (Purn.) Yasin Limpo 1962   
3 Drs. M. Nur Tahir 1962 – 1963   
4 Makmur Daeng Sitakka 1963 – 1965   
5 
Letkol. H. M. Kasim Daeng 
Marala 
1965 – 1979 
MENJABAT TIGA 
PERIODE 
6 Drs. Malik Hambali 1979   
7 Letkol Drg. Kamaruddin Baso 1979 - 19 84   
8 
Letkol Pol. Drs. H. M. Arief 
Wangsa 
1984 – 1989   
9 Drs. Alwy Rum 1989 -1994   
10 H. Nasrun Amrullah 1994 – 1999   
11 Andi Hasan Rala 1999 – 2000 PLT BUPATI 
12 
Drs. H. Andi Nadjamuddin 
Aminullah 
2000 -  2010   
13 Ir. H. M. Hatta Rahman, MM 2010 - 2015    
14 Ir. H. Andi Herry Iskandar, M.Si 2015 – 2016 PLT BUPATI 
15 Ir. H. M. Hatta Rahman, MM 2016 – 2021   
Tabel 4.1. Daftar Nama Bupati Maros (diakses dari 
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Maros, 2016) 
                                                          
49 Pemerintah Kabupaten Maros, Daftar Bupati Kabupaten Maros, dalam 
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Maros, diakses  20 Juli 2016 pukul 19.40 WITA. 
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Kabupaten Maros yang terdiri atas 14 Kecamatan, yang 
terbagi atas sejumlah 80 desa dan 23 Kelurahan. Pusat 
pemerintahan berada di Kecamatan Turikale. Kecamatan-
kecamatan yang berada di Kabupaten Maros yaitu: 1) Turikale;  2) 
Maros Baros; 3) Lau; 4) Bontoa; 5) Mandai; 6) Marusu; 7) Tanralili; 
8) Moncongloe; 9) Tompobulu; 10) Bantimurung; 11) Simbang; 12) 
Cenrana; 13) Camba; 14) Mallawa. 
b. Lokasi Objek Alih Fungsi Lahan 
Lokasi alih fungsi lahan bumi perkemahan menjadi lahan 
parkir berada di Kecamatan Simbang, Desa Je’ne’ Taesa dengan 
luas lahan yang beralih fungsi 53.061 m2. Secara administratif 
Kecamatan Simbang terdiri dari 6 Desa sebagai berikut: 1) Desa 
Je’ne’ Taesa; 2) Desa Bonto Tallasa; 3) Desa Sambueja; 4) Desa 
Tanete; 5) Desa  Samangki; 6) Desa Simbang. 
Kecamatan Simbang memiliki luas wilayah 105,31 Km2 
dengan Koordinat Geografis berada pada 50 1’ 29” LS dan 1190 39’ 
48” BT. Pusat kecamatan Simbang berada di Desa Je’ne’ Taesa. 
Batas Wilayah Desa Je’ne’ Taesa dibatasi oleh Kecamatan 
Bantimurung di Sebelah Utara, Kecamatan Tanralili dan Kecamatan 
Tompo Bulu di Sebelah Selatan, Kecamatan Cenrana di Sebelah 



















Gambar 4.2: Peta Kecamatan Simbang (diakses dari 
http://desnantaratamasya.blogspot.co.id/2011/10/peta-kecamatan-kecamatan-di-
kabupaten_03.html, 2016) 
Dan berikut ini merupakan peta yang menampilkan lokasi lahan yang 
beralih fungsi,  di  Desa Je’ne Taesa, Kecamatan Simbang; 
 





c. Riwayat Lahan 
Lahan bumi perkemahan Bantimurung resmi di buka sebagai 
area perkemahan pramuka pada tahun 1989 oleh bupati 
Kabupaten Maros yakni H.Arif Wangsa pada acara Jambore 
Cabang Gerakan Pramuka Maros. Berdasarkan wawancara 
dengan mantan bupati Maros H. Arif Wangsa,  
“Tanah yang di jadikan area camping ground atau bumi  
perkemahan tersebut merupakan tanah negara yang di 
kuasai oleh pemerintah Kabupaten Maros. Dimana lahan 
tersebut dianggap cocok untuk di jadikan area 
pengembangan pendidikan Kepramukaan dan PMI dalam 
hal ini lahan tersebut di jadikan  bumi perkemahan.”50  
Untuk merealisasikan hal tersebut, Bupati Maros pada saat itu, 
membuat surat permohonan rekomendasi gubernur pada tanggal 4 
Januari 1988 dengan Nomor surat 591/01/Pemb. Perihal 
Permintaan Rekomendasi bantuan dana presiden untuk 
pembangunan sarana pendukung area bumi perkemahan. Surat 
permohonan bupati tersebut dibuat berdasarkan surat bersama 
Ketua Kwartir Cabang Pramuka Maros dan ketua PMI Cabang 
Maros pada tanggal 2 Januari 1988 dengan Nomor Surat 
01/0A/C.12/D-XVI/88 Perihal Permohonan Dana Bantuan Dana 
Presiden yang di ajukan kepada Bupati Maros. Berdasarkan salinan 
surat permohonan rekomendasi ini, maka dapat diketahui bahwa 
area bumi perkemahan merupakan aset dari Pemerintah 
                                                          
50 Wawancara dengan H.Arief  Wangsa, Mantan Bupati Maros Periode 1984 – 1989, 
tanggal 11 September 2015 
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Kabupaten Maros yang digunakan untuk menunjang kegiatan 
Pramuka dan PMI Cabang Maros. 
Sejak diresmikan sebagai area bumi perkemahan, dari tahun 
1989 hingga tahun 2010 bumi perkemahan ini di kelola oleh 
Pramuka Maros. Dimana setiap kegiatan Kepramukaan di 
Kabupaten Maros selalu dipusatkan di bumi perkemahan ini. Begitu 
pula untuk kegiatan perkemahan organisasi lain yang 
membutuhkan lokasi bumi perkemahan juga menggunakan lahan 
tersebut. 
Pada bulan Agustus tahun 2010 disaat Pramuka Maros 
mengadakan kegiatan rutin menyambut hari jadi Pramuka yang ke-
49, telah beredar kabar pelarangan kegiatan kepramukaan di bumi 
perkemahan Pramuka Maros. Namun pihak Pramuka Maros masih 
tetap melangsungkan kegiatan kepramukaan di lahan bumi 
perkemahan tersebut dikarenakan belum ada surat resmi mengenai 
pelarangan melakukan kegiatan. Hingga pada tahun 2012 kegiatan 
Pramuka di lahan bumi perkemahan masih dilaksanakan yaitu 
dengan kegiatan Kemah Lomba Pramuka Kreatif (KELOPAK) se-
Sulawesi Selatan yang diselengarakan oleh Gerakan Pramuka 
Gugus Depan Kota Makassar 08.095 – 08.096 pangkalan 
Universitas Negeri Makassar yang bekerja sama dengan Pramuka 
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Maros. Berdasarkan wawancara dengan pengurus Kwartir Cabang 
Maros: 51  
“Setelah kegiatan Kemah Lomba Pramuka Kreatif 
(KELOPAK) Se-Sulawesi Selatan, kegiatan kepramukaan di 
lahan tersebut benar-benar dilarang hal ini di sampaikan 
oleh kepala Dinas Pemuda Olah Raga Dan Seni Kabupaten 
Maros, dimana gerakan Pramuka Maros dinaungi oleh Dinas 
Pemuda Olah Raga dan Seni kabupaten maros.” 
Alhasil ditahun 2013, tidak lagi dapat dilakukan kegiatan 
Kepramukaan di lahan tersebut dikarenakan fasilitas Pramuka telah 
dibongkar dan pembangunan lahan parkir juga di laksanakan. 
Sekretaris Kwartir Cabang Pramuka Maros kemudian 
menambahkan,52  
“Setelah dilakukan pembongkaran fasilitas bumi 
perkemahan, Pemerintah Kabupaten Maros berjanji akan 
melakukan relokasi. Namun sampai hari ini relokasi yang 
dijanjikan belum terlaksana.”  
 
Menurut Pasal 48 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah:53 
1. Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan 
Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:  
a. Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak 
dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan; dan/atau  
b. Pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di 
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (1).  
2. Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai 
melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan 
                                                          
51 Wawancara dengan Safrullah, Sekretaris Kwartir Cabang Maros periode 2009 -2015, 
tanggal 12 Desember 2015. 
52 Wawancara dengan Safrullah, Sekretaris Kwartir Cabang Maros periode 2009 -2015, 
tanggal 12 Desember 2015 
53 Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, pasal 48. 
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serah terima hasil Pengadaan Tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa lahan 
relokasi atau lahan pengganti seharusnya sudah ada sebelum 
dilakukannya perubahan fungsi dari lahan bumi perkemahan, 
namun hingga saat ini lahan relokasi yang dijanjikan belum 
tersedia. 
Pada akhirnya dipertengahan tahun 2014 lahan parkir mulai 
difungsikan. Kemudian disusul pada tanggal 16 Juni 2016 dengan 
dikeluarkanya Instruksi Bupati Maros Nomor 188.5/1/Set Tentang 
Pengelolaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Parkir 
Tepi Jalan Umum. Dalam instruksi tersebut Bupati menunjuk Dinas 
Pariwisata untuk melakukan pengelolaan, pembinaan dan 
pengawasan terhadap lahan parkir yang selanjutnya menyetorkan 
pendapatan lahan parkir sebagai pendapatan asli daerah. 
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros terkait Pengalih 
Fungsian Lahan Bumi Perkemahan menjadi Lahan Parkir 
Rencana tata guna tanah (selanjutnya disebut RTGT) merupakan 
bentuk nyata pelaksanaan Pasal 2, 14, dan 15 Undang-Undang Pokok 
Agraria Tahun 1960,54 yang juga di jiwai undang-undang lain yang 
mengurus penggunaan tanah. Tujuan RTGT adalah untuk mengatur 
persediaan, peruntukan, penggunaan tanah agar memberi manfaat 
                                                          
54 Lihat pasaal 2, 14, dan 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  Tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria  
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yang lestari, optimal, serasi, seimbang. Fungsi RTGT bukan hanya 
sebagai suatu prosedur penyediaan tanah, tetapi juga sebagai 
pengarahan kegiatan penggunaan tanah jangka pendek maupun 
jangka panjang, sehubungan dengan rencana pembangunan. 
Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata 
guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan 
tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah meliputi 
pengaturan pertanahan kelembagaan yang terkait dengan 
pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan 
masyarakat secara adil. Penatagunaan tanah merupakan merupakan 
wujud pelaksanaan dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 Tentang Penataan Ruang.55 
Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang, Indonesia memberlakukan sistem zonasi guna 
mengendalikan pemanfaatan ruang. Ketentuan ini dijabarkan dalam 
Pasal 35 dan 36: 
Pasal 35 
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan 
peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, 
serta pengenaan sanksi. 
Pasal 36 
(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan 
ruang. 
(2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata 
ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. 
(3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan: 
                                                          
55 Hasni, op. cit. hlm. 71 
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a. Peraturan Pemerintah untuk arahan peraturan zonasi 
sistem nasional; 
b. Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi 
sistem provinsi; dan 
c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan 
zonasi. 
Zonasi pada tingkat nasional akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. Zonasi pada tingkat provinsi akan diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Daerah Provinsi. Zona tingkat kabupaten/kota 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Diadakannya suatu perencanaan tata ruang bertujuan untuk 
dapat menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan antar sektor 
dalam pembangunan daerah, sehingga dalam pemanfaatan ruang dan 
lahan dapat dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin. Dan tujuan 
dari dilaksanakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk 
mengarahkan struktur dan lokasi pembangunan yang serasi dan 
seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 
daya manusia, sehingga dapat tercapainya suatu pembangunan yang 
optimal. Selain hal tersebut, perencanaan tata ruang dapat mencegah 
kegiatan pembangunan yang akan merusak lingkungan hidup, 
penataan ruang yang sesuai akan berguna sekali dalam hal 
perlindungan lingkungan hidup, agar dalam penggunaan lingkungan 
hidup sampai kapanpun tetap pada fungsinya serta tidak 
terkontaminasi. 
Perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam 
setiap keputusan. Pada negara hukum dewasa ini, suatu rencana tidak  
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dapat dihilangkan dari hukum administrasi. Rencana dapat dijumpai 
pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya dalam 
pengaturan tata ruang. Rencana merupakan keseluruhan tindakan 
yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan 
terlaksanakannya keadaan tertentu yang tertib dan teratur. Dengan 
rencana maka semua akan lebih tertata dan akan sesuai dengan 
pengalokasiannya, karena sudah di sesuaikan dengan tata ruang yang 
digunakan. Dalam kamus tata ruang dikemukakan yang dimaksud 
dengan rencana tata ruang adalah “Rekayasa atau metode pengaturan 
perkembangan tata ruang dikemudian hari.” Demikian juga menurut 
Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang. 
Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan 
Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam 
Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan rencana 
tata ruang adalah “Hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan 
ruang”.  
Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang 
adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis 
dan saling dengan satu sama lainnya. Maksud diadakannnya 
perencanaan tata ruang adalah untuk menyerasikan berbagai kegiatan 
sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang 
dapat dilakukan secara optimal, efisien dan serasi. Sedangkan tujuan 
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diadakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk 
mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya 
yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya 
manusia, sehingga tercapainya hasil pembangunan yang optimal dan 
efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan 
hidup secara berkelanjutan. 
Mengenai rencana tata ruang yang penyusunannya dilakukan 
pemerintah pada hakekatnya dapat pula digambarkan sebagai 
penjabaran dari instrument kebijakan Tata Guna Tanah yang harus 
merupakan pelaksanaan rencana tata ruang. Rencana Tata Guna 
Tanah harus diserasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, 
sehingga pengguanaan tanah sesuai dengan tujuan penataan ruang. 
Rencana Umum Tata Ruang secara hirarki terdiri atas Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota.  
Perwujudan pengaturan pertanahan di Kabupaten Maros tertuang 
dalam Peratuan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Maros Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Maros Tahun 2012 hingga 2032 (Selanjutnya disebut 
Perda RTRW Maros). 
Dalam Perda RTRW Maros menjelaskan pengertian dari tata 
ruang, rencana tata ruang, struktur ruang, pola ruang, penataan ruang, 
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penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengedalian pemanfaatan ruang. Pengertian 
tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat 7 sampai 16 Perda 
RTRW Maros yang menyebutkan bahwa: 
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang; 
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 
9. Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Maros yang  
selanjutnya  disebut RTRW Kabupaten Maros adalah  hasil  
perencanaan  tata  ruang  pada  wilayah  Kabupaten Maros 
yang  merupakan  kesatuan  geografis  beserta  segenap  
unsur  terkait  yang  batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif; 
10. Struktur   ruang   adalah   susunan   pusat-pusat   
permukiman   dan   sistemjaringan prasarana  dan  sarana  
yang  berfungsi  sebagai  pendukung  kegiatan  sosial  
ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan 
fungsional; 
11. Pola  ruang  adalah  distribusi  peruntukan  ruang  dalam  
suatu  wilayah  yang meliputi peruntukan   ruang   untuk   
fungsi   lindung   dan   peruntukan   ruang   untuk   fungsi 
budidaya; 
12. Penataan  ruang  adalah  suatu  sistem  proses  
perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang; 
13. Penyelenggaraan   penataan   ruang   adalah   kegiatan   
yang   meliputi  pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan 
pengawasan penataan ruang; 
14. Pelaksanaan   penataan   ruang   adalah   upaya   
pencapaian   tujuan   penataan   ruang melalui  pelaksanaan  
perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang  dan 
pengendalian pemanfaatan ruang; 
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
struktur ruang dan pola ruang sesuai  dengan  rencana  tata  
ruang  melalui  penyusunan  dan  pelaksanaan  program 
beserta pembiayaannya; 
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata 
ruang yang telah ditetapkan; 
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Selanjutnya, ruang lingkup pengaturan RTRW Maros diatur pada 
Pasal 2 Perda RTRW Maros yang menyebutkan ruang lingkup 
pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: 
1. Peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Maros serta cakupan wilayah perencanaan; 
2. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten 
Maros; 
3. Rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang 
wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan 
ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; 
4. Kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten 
Maros; 
5. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan 
ruang; dan 
6. Penyidikan. 
Peran dan fungsi RTRW Kabupaten Maros terhadap cakupan 
wilayah perencanaan wilayah Kabupaten Maros tertuang dalam Pasal 
3 dan 4 Perda RTRW Maros yang menyebutkan: 
Pasal 3 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros berperan 
sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan 
antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di 
Kabupaten Maros.  
Pasal 4 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros berfungsi 
sebagai pedoman untuk:  
a. Penyusunan rencana pembangunan daerah; 
b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di 
wilayah Kabupaten Maros; 
c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 
perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di 
Kabupaten Maros; 
d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di 
Kabupaten Maros; 
e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan 
Kabupaten Maros dengan kawasan sekitarnya. 
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Dalam penyusunan rencana tata ruang diharapkan dapat 
mencapai tujuan pemanfaatan ruang yang berkualitas. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, dalam Pasal 6 Perda RTRW Maros 
menetapkan tujuan penataan ruang Kabupaten Maros, yaitu:  
“Penataan Ruang Kabupaten Maros bertujuan untuk 
mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Maros yang aman, 
nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui peningkatan fungsi 
kawasan lindung, pengelolaan potensi-potensi pertanian, 
pariwisata, pertambangan, industri dan perdagangan yang 
berdaya saing tinggi didukung oleh sistem transportasi yang 
terpadu menuju masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman 
serta mendukung KSN Perkotaan Mamminasata.” 
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 6, ditetapkan pada Pasal 7 kebijakan 
penataan ruang wilayah yang meliputi: 
a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten 
Maros untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat 
kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata; 
b. Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan 
berhirarki; 
c. Peningkatan fungsi kawasan lindung; 
d. Peningkatan sumber daya hutan produksi; 
e. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perikanan, 
perkebunan dan peternakan; 
f. Pengembangan potensi pariwisata; 
g. Pengembangan potensi pertambangan; 
h. Pengembangan potensi industri; 
i. Pengembangan potensi perdagangan; 
j. Pengembangan potensi pendidikan; 
k. Pengembangan potensi permukiman; dan  
l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan 
keamanan negara. 
Dalam Perda RTRW Maros dapat dilihat bahwa tujuan rencana 
tata ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah 
Kabupaten Maros yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, 
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menuju masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman serta 
mendukung KSN Perkotaan Mamminasata. Hal tersebut dapat 
diwujudkan dengan cara diantaranya melalui pengembangan potensi 
pendidikan dan pengembangan potensi pariwisata. Dalam 
pemanfaatan ruang wilayah, sudah sepatutnya Pemerintah Kabupaten 
Maros merujuk pada Perda RTRW Maros yang telah menentukan 
lokasi peruntukan pengembangan lahan. Terkait alih fungsi lahan bumi 
perkemahan menjadi lahan parkir, ditinjau dari Pasal 51 Perda RTRW 
Maros, tidak ditemukan peruntukan pengembangan wilayah 
Kecamatan Simbang, Desa Je’ne’ Taesa untuk pembangunan sarana 
penunjang pariwisata.56 
3. Mekanisme Pengalih Fungsian Lahan Bumi Perkemahan menjadi 
Lahan Parkir 
Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata 
guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan 
yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah meliputi pengaturan 
pertanahan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah 
sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara 
adil. Penatagunaan tanah merupakan wujud pelaksanaan dari Pasal 
33 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.57  
Penyelengaraan penatagunaan tanah di Kabupaten/Kota meliputi; 
                                                          
56 Lihat Pasal 51 Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros 
Nomor 4 Tahun 2012 
57 Hasni op.cit. Hlm. 71 
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a. Penetapan kegiatan penatagunaan tanah; 
b. Pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah. 
Alih fungsi lahan merupakan tindakan atau kegiatan merubah 
fungsi awal dari suatu lahan menjadi fungsi lain secara tetap atau 
sementara. Dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dapat 
diketahui bahwa syarat utama diperkenankannya pencabutan hak atas 
tanah adalah untuk kepentingan umum.58 
Adapun mengenai sifat dari kepentingan umum tersebut dapat 
ditemui pada pasal 1 Inpres Nomor 9 tahun 1973. Suatu kegiatan 
dalam rangka melaksanakan pembangunan mempunyai sifat 
kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut : 
1. Kepentingan bangsa dan negara, dan/atau 
2. Kepentingan masyarakat luas, dan/atau 
3. Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau 
4. Kepentingan pembangunan 
Dan perlu diperhatikan fungsi kepentingan umum dalam Pasal 5 
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang 
berbunyi: 
Pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan 
Keputusan Presiden ini dibatasi untuk:  
1. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya 
dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari 
                                                          
58 Lihat Pasal 1 UU No. 20 tahun 1961 tentang  Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan 
Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya 
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keuntungan, dalam bidang-bidang antara lain sebagai 
berikut:  
a. Jalan Umum, saluran pembuangan air; 
b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya 
termasuk saluran irigasi;  
c. Rumah sakit umum dan Pusat-pusat Kesehatan 
Masyarakat;  
d. Pelabuhan atau Bandar Udara atau terminal;  
e. Peribadatan;  
f. Pendidikan atau sekolahan;  
g. Pasar umum atau pasar INPRES;  
h. Fasilitas pemakaman umum;  
i. Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul 
penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain 
bencana;  
j. Pos dan Telekomunikasi; 
k. Sarana olah raga; 
l. Stasion penyiaran radio, televisi beserta sarana 
pendukungnya; 
m. Kantor Pemerintah; 
n. Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 
Dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 
diselenggarakan melalui empat tahapan yaitu: 1) Perencanaan; 2) 
Persiapan; 3) Pelaksanaan; dan 4) Penyerahan hasil. 
Selanjutnya mengenai tata cara pengadaan tanah ini terbagi 
dalam beberapa tahap yaitu: 1) Pembentukan Panitia Pengadaan 
Tanah (P2T); 2) Penyuluhan; 3) Identifikasi dan inventarisasi; 4) 
Penunjukan Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah; 5) Penilaian; 6) 
Musyawarah; 7) Putusan P2T tentang bentuk dan/ atau besarnya ganti 
rugi; 8) Pembayaran ganti rugi; 9) Pelepasan hak; 10) Pengurusan hak 
atas tanah; 11) Pelaksanaan pembangunan fisik dapat dimulai setelah 
pelepasan hak-hak atas tanah dan/ atau bangunan dan/ atau tanaman 
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atau telah dititipkannya ganti rugi di PN setempat; 12) Evaluasi dan 
supervisi. 
Dalam pengalih fungsian lahan bumi perkemahan menjadi lahan 
parkir di Kabupaten Maros, Pemerintah Kabupaten Maros tidak 
membentuk panitia pengadaan tanah. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Kepala Badan Aset Daerah Kabupaten Maros, menyatakan 
bahwa: 
“Lahan yang dulu digunakan sebagai  lahan bumi perkemahan 
sampai di tahun 2010 itu belum tercatat di aset pemerintah. Jadi 
lahan tersebut merupakan lahan kosong yang selama ini di 
gunakan oleh pramuka sebagai tempat berkegiatan. Kemudian 
di tahun 2010 pemerintah Kabupaten Maros melakukan 
inventarisasi aset untuk di lakukan pencatatan, termasuk 
mencatatkan lahan yang digunakan sebagai lahan perkemahan 
menjadi aset pemerintah. Kemudian di tahun 2015 lahan yang 
dulunya di gunakan sebagai lahan perkemahan di ubah fungsi  
penggunaannya menjadi lahan parkir untuk objek wisata 
Bantimurung Water Park.” 
Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah 
Kabupaten Maros dalam hal mekanisme alih fungsi lahan bumi 
perkemahan menjadi lahan parkir, melakukan pencatatan ulang  aset 
daerah pada tahun 2010 dan dari pencatatan tersebut ditemukan 
bahwa lahan yang digunakan sebagai bumi perkemahan belum 
tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Kemudian di tahun 2012 
Pemerintah Kabupaten Maros melakukan perencanaan dan 
pembangunan lahan parkir di lahan tersebut untuk menunjang objek 
wisata Bantimurung Water Park. Selanjutnya pada tahun 2015, lahan 
tersebut di tetapkan menjadi lahan parkir berdasarkan Keputusan 
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Bupati Maros Nomor 1658/KPTS/028/XII/2015 tentang Penetapan Nilai 
Wajar Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kabupaten Milik Pemerintah 
Kabupaten Maros. 
Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka 
penataan ruang. Dalam Pasal 11 UUPR ditegaskan wewenang 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penataan ruang,59 
(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
penyelenggaraan penataan ruang meliputi : 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota 
dan kawasan strategis kabupaten/kota; 
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota; dan kerja sama penataan ruang 
antarkabupaten/kota. 
(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : 
a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota; 
b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten/kota. 
(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan : 
a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; 
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota; 
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; 
dan 
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota. 
(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah 
kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan 
ruang dan petunjuk pelaksanaannya. 
                                                          
59 Ibid, hlm. 141 
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Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah 
daerah kabupaten/kota: 
a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan 
rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam 
rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah 
kabupaten/kota; dan  
b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang 
penataan ruang. 
Terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan 
pertanahan, menurut Kepala Badan Aset Daerah Kabupaten Maros60: 
“Dulunya lahan tersebut merupakan tanah negara yang 
kemudian  oleh otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki 
kewenangan mengatur penatagunaan tanah di wilayahnya. 
Sehingga pemerintah Kabupaten Maros menjadikan lahan itu 
sebagai lahan parkir yang menunjang pariwisata.” 
Dari penjelasan kepala badan aset di atas dapat di ketahui bahwa 
pemerintah Kabupaten Maros dalam pengalih fungsian lahan bumi 
perkemahan menjadi lahan parkir, merujuk pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Perintahan 
Daerah Kabupaten/Kota. 
Upaya penataan ruang dalam mendukung pembangunan akan 
efektif dan efisien apabila prosesnya dilakukan secara terpadu dengan 
seluruh pelaku pembangunan di wilayah setempat. Penyelenggaraan 
penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah harus melibatkan 
masyarakat dimana pelibatan masyarakat ini dijelaskan dalam 
Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 65 Ayat 1 yang 
                                                          
60 Wawancara dengan Frans Johan,  Kepala Badan Aset Pemerintah Kabupaten Maros, 
7 Juni 2016 
102 
 
menyatakan: “Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh 
pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat”. 
Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Tata 
Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Dalam peraturan 
pemerintah tersebut dijelaskan bahwa peran masyarakat adalah 
partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk 
peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan 
masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. 
Peran masyarakat  dalam penataan ruang di Kabupaten Maros di 
jelaskan melalui Pasal 109 Perda RTRW Maros yang menyebutkan 
bahwa: 
(1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap 
tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 
ruang;dan 
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya  
dapat  dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam 
bentuk tudang sipulung. 
Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Je’ne’ Taesa, 
terkait perubahan fungsi lahan bumi perkemahan menjadi lahan parkir 
mengatakan bahwa,61 
“Kami tidak tahu kalau ada perubahan fungsi dilahan tersebut, 
kami juga kaget melihat sudah ada bangunan wahana baru di 
                                                          
61 Wawancara dengan Hasanuddin T, Kepala Desa Je’ne’ Taesa, Tanggal 06 Juni 2016 
103 
 
area itu. Surat pemberitahuan ataupun edaran juga kami tidak 
dapat bahwa aka nada pembangunan wahana baru di wilayah 
kami. Yang seharusnya kami sebagai aparat desa yang 
wilayahnya akan dibangun fasilitas umum di beritahu atau 
dilibatkan dalam perencanaan atau pembahasan awal”. 
Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Kwartir Cabang 
Gerakan Pramuka, mengatakan bahwa62,  
“Kita tidak dilibatkan atau dipanggil sebelum adanya perubahan 
fungsi lahan perkemahan tersebut. Jadi kami hanya 
disampaikan oleh kepala dispora untuk tidak menggunakan 
bumi perkemahan lagi karna akan di bangun parkiran 
Bantimurung waterpark. Walupun kita tidak memiliki bukti 
kepemilikan yang sah menurut hukum, tapi kita pegang salinan 
surat permohonan rekomendasi permintaan dana bantuan 
presiden. Yang mungkin saja bisa menjadi pertimbangan bahwa 
bupati yang lalu telah memberi kami izin untuk memanfaatkan 
lahan tersebut. Mungkin saja juga surat- surat lain dulu tidak 
diserahkan oleh pengurus yang lama kepada kami sebagai 
pengurus pengganti”.  
Dari hasil wanwancara dengan Kepala Desa Je’ne’ Taesa dan 
pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, tersebut dapat diketahui 
bahwa Pemerintah Kabupaten Maros tidak melibatkan pihak yang 
terkait dengan lahan yang dialih fungsikan tersebut. Peran serta 
masyarakat dalam penataan ruang telah di atur hak-haknya dalam 
Pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 
Ruang  terkait penggantian yang layak, mengajukan keberatan bila 
rencana pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 
wilayahnya, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 
pembangunan serta mengajukan gugatan ganti rugi.  
 
                                                          
62 Wawancara dengan Safrullah, Sekretaris Kwartir Cabang Maros periode 2009 -2015, 
tanggal 12 Desember 2015 
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B. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros Terhadap Alih 
Fungsi Lahan Bumi Perkemahan menjadi Lahan Parkir Di Kabupaten 
Maros 
Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang mengurusi 
masalah pertanahan memiliki tugas pokok yang diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional Bab 
I Pasal 2 yang berbunyi; 
BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Sehingga bisa dikatakan bahwa BPN adalah wakil pemerintah dalam 
melaksanakan segala urusan yang berhubungan dengan pertanahan di 
tingkat nasional sampai tingkat daerah. 
Dalam Bab I Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa BPN dalam 
menjalankan tugasnya juga menjalakan fungsi, yaitu:63 
1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, 
pengukuran, dan pemetaan; 
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan 
hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;  
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, 
penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; 
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan 
tanah; 
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian 
dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;  
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 
                                                          
63 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. 
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8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 
lingkungan BPN; 
9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian 
pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 
pertanahan; dan 
11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang 
pertanahan. 
Adapun struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawab dari 
masing-masing bagian tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Maros sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan adalah 
sebagai berikut : 
1. Tata Usaha 
Tata Usaha ada beberapa Sub Bagian adalah sebagai berikut : 
1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah 
membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros 
dalam melakukan urusan kepegawaian, keuangan dan 
perlengkapan serta rumah tangga Kantor Pertanahan 
Kebupaten Maros. 
2) Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan 
Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan memilki tugas 
dan fungsi 
a. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-
pertimbangan kepada kepala bagian tata usaha tentang 
tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan 
penyusunan rencana program dan anggaran, laporan 
akuntabilitas kinerja pemerintah serta urusan keuangan 
dan pelaksanaan anggaran. 
b. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan penyusunan 
rencan, program, dan anggaran, laporan kinerja 
pemerintah serta urusan keuangan dan pelaksanaan 
anggaran. 
c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sub 
seksi perencanaan dan keuangan sebagai pedoman 
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pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring 
pelaksanaannya. 
d. Menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah dalam 
rangka perencanaan pembangunan ditingkat provinsi. 
e. Melakukan inventerisasi permasalahan dan pengumpulan 
bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam 
menyusun rencanaprogram dan anggaran, laporan 
akuntabilitas kinerja pemerintah serta urusan keuangan 
dan pelaksanaan anggaran. 
3) Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian 
Kepala Urusan Umum memiliki tugas dan fungsi : 
a. Menerima surat-surat yang masuk dan menggandakan. 
b. Mengajukan surat-surat yang masuk untuk mengajukan 
disposisi dari kepala kantor. 
c. Mendistribusikan surat-surat yang sudah disposisikan 
kepala kantor ke kepala sub bagian tata usaha. 
d. Melakasanakan tugas lain yang diperintahkan kepala 
kantor. 
2. Pengendalian dan Pemberdayaan (P&P) 
Pengendalian dan Pemberdayaan (P&P) di bagi menjadi 3 Sub 
bagian: 
1) Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan memiliki 
tugas dan fungsi Membantu Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas dibidang 
pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan 
bersama, pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi 
dan penyelesaian masalah pengaturan tanah. 
a. Menyiapkan saran-saran dan atau pertimbangan Kepala 
Kantor di bidang pengendalian penguasaan, pemilikan, 
pemanfaatan bersama, pengendalian hak atas tanah, 
pembayaran ganti rugi dan menyeleaikan masalah 
pemilikan dan penguasaan tanah. 
b. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksankan oleh 
seksi Pengaturan Penguasaan Tanah sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas dan monitoring pelaksanaannya. 
c. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan 
pedoman dan petunjuk teknis dalam mengolah basis 
data, evaluasi hasil inventarisasi, dan atau identifikasi 
serta penyusunan saran tindak, dan langkah-langkah 
penanganan, serta penyiapan usulan penertiban, dan 
pendayagunaan dalam rangka penegakan hak, dan 
kewajiban pemegang hak atas tanah, pengendalian 
penerapan kebijakan dan program pertanahan. 




e. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bidang 
pengendalian dan pemberdayaan. 
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala 
kantor. 
2) Kepala Sub Seksi Pengendalian Tanah memiliki tugas dan 
fungsi : 
a. Menyampaikan saran dan pertimbangan dibidang 
bimbingan atau pengendalian penguasaan dan pemilikan 
tanah. 
b. Menghimpun/ mempelajari peraturan perundang-
undangan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis. 
c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan kebijakan pedoman dan petunjuk 
teknis. 
d. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap bidang-
bidang tanah yang sudah memperoleh dasar 
penguasaan atas tanah untuk memperoleh hak atas 
tanah (izin lokasi), yang sudah diberikan izin untuk 
merubah penggunaan tanahnya (izin perubahan 
penggunaan tanah) dan yang menjadi obyek kegiatan/ 
program lintas sektoral dibidang pertanahan. 
e. Melaksanakan penelitian teknis berkas permohonan 
peralihan hak atas tanah pertanian. 
f. Melakukan inventarisasi penugasan dan pemilikan tanah. 
3) Kepala Sub Seksi Penataan Pemberdayaan Masyarakat 
memiliki tugas dan fingsi: 
a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala 
bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan 
masyarakat tentang tindakan yang perlu diambil dalam 
rangka pemberdayaan masyrakat. 
b. Menghimpun/ mempalajari peraturan perundangan, 
kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis. 
c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan kebijaksanaan pedoman dan 
petunjuk teknis. 
d. Menyiapkan dan melaksanakan Surat Perjanjian Kerja 
(SPK) dan rencana kerja antar lembaga/ instansi 
pemerintah maupun pemerintah daerah dan kelompok-
kelompok masyarakat dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah 
yang telah diikat dengan kesepakatan bersama dan 
perjanjian kerja sama. 
e. Melaksanakan inventarisasi potensi masyarakat marjinal, 
dengan koordinasi kepada Kepala Seksi Pengendalian 
dan Pemberdayaan Masyarakat. 
108 
 
f. Melakukan proses analisa ketersediaan tanah, sesuai 
dengan kriteria teknis yang telah diatur apabila rencana 
penggunaan tanah belum disusun oleh seksi 
pengendalian dan pemberdayaan. 
g. Melakukan bimbingan dan peningkatan partisipasi 
masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis 
pertanahan dalam program-program pertanahan melalui 
penyuluhan bersama dengan kantor pertanahan. 
3. Pengaturan dan Penataan Pertanahan (P3) 
Penagaturan dan Penataan Pertanahan (P3) dibagi menjadi 3 
Sub Bagian : 
1) Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 
memiliki tugas dan fungsi : 
a. Mengkoordinir tugas-tugas Sub Seksi Data dan Sub 
Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah, dan Bimbingan 
Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu. 
b. Memberikan arahan staf, program kerja dan distribusi 
kerja. 
c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi 
penatagunan tanah untuk penerbitan pertimbangan 
teknis pertanahan dalam rangka pemberian izin lokasi 
dan usulan pembatalan izin lokasi serta izin-izin lainnya 
yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan, dan 
perubahan penggunaan tanah, yang hasilnya dituangkan 
dalam risalah dan peta pertimbangan teknis pertanahan. 
d. Menjadi anggota tim teknis. 
e. Sebagai sekretris. 
1) Tim koordinasi pemberian izin lokasi bagi perusahaan 
dalam rangka penanaman modal. 
2) Panitia pertimbangan penggunaan tanah pertanian ke 
non pertanian. 
f. Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi lain di 
Kantor Pertanahan Kebupaten Maros dalam 
melaksanakan dan membuat risalah aspek 
penatagunaan tanah dalam pertimbangan panitia “A”. 
2) Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan 
Tertentu memiliki tugas dan fungsi : 
a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, 
kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis sebagai 
pedoman dan landasan kerja. 
b. Melakukan monitoring rencana kegiatan dan menyusun 
laporan. 
c. Melakukan koordinasi hubungan kerja di lingkungan 
Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dan instansi terkait. 
d. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana persediaan, 
peruntukan dan penggunaan tanah. 
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e. Menyiapkan peta dan pengolahan data sebagai bahan 
pengendalian rencana tata ruang. 
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin. 
3) Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah 
memiliki tugas dan fungsi : 
a. Menginventarisasi dan penertiban tanah tanah obyek 
landreform. 
b. Menyiapkan naskah pemberian izin peralihan tanah 
pertanian. 
c. Menyiapkan usulan pengeluaran tanah obyek landreform 
dan menyiapkan surat keputusan pengeluaran tanah 
obyek laneform dari obyek landreform dari obyek 
landreform hasil penerbitan surat keputusan redistribusi. 
d. Menyiapkan bahan dalam rangka usulan ganti rugi tanah-
tanah obyek landreform. 
e. Menertibkan administrasi landreform. 
f. Mengevaluasi potensi redistribusi. 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin. 
4. Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah(HTPT) 
Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah(HTPT) dibagi menjadi 5 
bagian : 
1) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah(HTPT) 
memiliki tugas dan fungsi : 
a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan di bidang hak 
atas tanah,  
b. pengakuan hak, pengadaan tanah dan penyelesaian 
masalah pertanahan. 
c. Membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang Hak Tanah dan 
Pendaftaran Tanah. 
d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala 
Kantor. 
e. Membuat rencana kegiatan Seksi Hak Tanah dan 
Pendaftaran Tanah. 
f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pekerjaan di 
bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. 
2) Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah memiliki tugas dan 
fungsi: 
a. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Seksi tentang 
langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil 
dibidangnya. 
b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan 
tugasnya. 
c. Menerima dan meneliti berkas permohonan Hak Tanah. 
d. Membuat perincian biaya permohonan Hak Tanah. 
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e. Melaksanakan pendataan lapangan, pengelolaan panitia 
“A” dan membuat risalah serta menyiapkan konsep Surat 
Keputusan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. 
3) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah memiliki 
tugas dan fungsi : 
a. Menerima berkas dari Kantor Pertanahan. 
b. Membuat Surat Keptusan pengendalian, apabila tidak 
memenuhi syarat. 
c. Membuat surat pengantar untuk kewenangan BPN RI. 
d. Melakukan inventarisasi Hak Atas Tanah instansi 
pemerintah. 
e. Meneliti kelengkapan berkas dan menelaah berkas 
permohonan pengaturan tanah pemerintah. 
f. Melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) penyelasaian 
pemberian hak atas tanah dan sertifikasinya dengan 
instansi pemerintah.  
g. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan kerjanya dengan unit kerja terkait. 
4) Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak memiliki tugas dan 
fungsi : 
a. Pendaftaran hak berdasarkan pemberian danpengakuan 
hak. 
b. Pengumpulan data Hak Atas Tanah. 
c. Pemeliharaan daftar-daftar umum dan warkah dibidang 
pendaftaran. 
5) Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan 
PPATmemiliki tugas dan fungsi : 
a. Membantu Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran 
Tanah menyiapkan penyelesaian hak atas tanah. 
b. Menyiapkan penyelesaian pembebanan hak atas tanah. 
c. Menyiapkan bahan-bahan bimbingan PPAT. 
d. Menyiapkan daftar-daftar isian di bidang Pendaftaran 
tanah. 
5. Survey Pengukuran dan Pemetaan (SPP) 
Survey Pengukuran dan Pemetaan (SPP) dibagi menjadi 3 sub 
bagian : 
1) Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan memiliki 
tugas dan fungsi : 
a. Membantu Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan 
tugas dibidang Pengukuran dan Pemetaan. 
b. Membuat dan melaksanakan rencana kegiatan pada 
seksi Survey dan Pemetaan. 
c. Menyiapkan saran dan atau pertimbangan Kepada 
Kepala Kantor mengenai hal-hal yang mengenai 
pengukuran dan pemetaan. 
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2) Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan memiliki tugas 
dan fungsi : 
a. Identifikasi bidang-bidang tanah. 
b. Melaksanakan koreksi danbertanggung jawab terhadap 
hasil-hasil pengukuran. 
c. Melaksanakan pembuatan peta dasar. 
d. Melaksanakan pemasangan titik dasar teknik. 
e. Menyiapkan pendaftaran konversi dan pengakuan hak. 
3) Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah memiliki tugas 
dan fungsi : 
a. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-
pertimbangan kepada kepala bidang Survey Pengukuran 
dan Pemetaan. 
b. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
seksi pemetaan tematik sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya. 
c. Melaksanakan layanan publik data dan informasi potensi 
tanah. 
d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan pekerjaan dalam melakukan pemeliharaan 
dan pengembangan survey potensi tanah dalam data 
tekstual dan spesial serta pembinaan teknis pejabat 
penilai tanah. 
Dalam urusan menyangkut dengan pertanahan di Kabupaten 
Maros, BPN Maros merupakan salah satu lembaga yang harus terlibat 
sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya. Baik dalam 
perencanaan, pengendalian, pengawasan, pendaftaran, dan 
pemberian atau pencabutan hak atas tanah.  
Berikut struktur organisasi BPN Maros yang menjadi pedoman 
menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam penyelengaraan 




Bagan 4.1. Bagan Struktur Organisasi yang digunakan BPN Kabupaten Maros. 
Dalam pengalih fungsian lahan bumi perkemahan menjadi lahan 
parkir di Kabupaten Maros. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Maros turut terlibat sebagai pihak yang berwenang melakukan 
pencatatan dari pengajuan pendaftaran tanah oleh pemerintah 
Kabupaten Maros. Hal ini di ungkapakan oleh Kepala Seksi bidang 
pengaturan dan penataan pertanahan BPN Maros64.  
“Dalam pelaksanaan pengaturan pertanahan, BPN Maros 
mengikut kepada keputusan dari Dinas Tata Ruang Kabupaten 
Maros sebagai induk dalam pelaksanaan tata ruang di 
kabupaten. Karena BPN Maros merupakan sub bagian dari 
Dinas Tataruang Maros. Keterlibatan BPN Maros dalam 
pengalih fungsian lahan bumi perkemahan menjadi lahan parkir, 
BPN Maros bertindak sebagai pencatat dari pengajuan 
pendaftaran oleh Pemerintah Kabupaten Maros”.  
                                                          




Sehingga pengalih fungsian lahan bumi perkemahan menjadi 
lahan parkir di Kabupaten Maros, berlangsung dengan sepengetahuan 
pihak BPN maros. Walaupun demikian BPN Maros belum 
mengeluarkan sertifikat hak milik kepada pemerintah daerah untuk 
lahan tersebut. Karena BPN Maros harus memastikan lagi kedudukan 
lahan tersebut masuk dalam kawasan taman nasional atau berada di 
luar kawasan taman nasional. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Seksi 
Pengendalian dan Pemberdayaan BPN  Maros, yang menyatakan:65 
“Lahan parkir yang di bantimurung sudah didaftarkan oleh 
Pemda Maros untuk diserifikatkan, namun belum dikeluarkan 
sertifikatnya karena mesti di tinjau kembali apakah lahan itu 
tidak masuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung 
Bulusaraung atau tidak, Karena jika masuk dalam kawasan 
taman nasional kami tidak bisa mengeluarkan sertifikatnya.”  
Sehingga lahan parkir yang dikelola oleh Dinas Pariwisata 
Kabupaten Maros di desa Je’ne’ Taesa atas keputusan Bupati Maros 
telah terdaftar sebagai aset daerah namun belum memiliki sertifikat, 
hal ini disebabkan BPN Maros belum bisa menerbitkan sertifikat hak 
milik atas lahan tersebut karena BPN masih mengkaji apakah lahan 
tersebut masuk dalam kawasan taman nasional ataukah di luar 
kawasan taman nasional, jika lahan tersebut masuk dalam kawasan 
taman nasional maka BPN Maros tidak dapat menerbitkan 
sertifikatnya. Namun proses pendaftaran lahan parkir itu sementara 
                                                          
65  Wawancara dengan Hamka,Kasi Dua Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros, 
20 Juni 2016. 
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berjalan dan sudah terdaftar sebagai aset daerah di dalam buku aset 

























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, mengenai alih fungsi lahan bumi perkemahan menjadi 
lahan parkir, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mekanisme alih fungsi lahan bumi perkemahan menjadi lahan 
parkir di Kabupaten Maros, tidak berlangsung sesuai dengan 
Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros. Dalam Perda RTRW 
Kabupaten Maros tidak ditemukan rencana pengembangan potensi 
wisata alam di wilayah objek alih fungsi lahan bumi perkemahan 
menjadi lahan parkir, di Kecamatan Simbang. Hal ini menunjukkan 
bahwa, Pemerintah Kabupaten Maros dalam melakukan alih fungsi 
lahan bumi perkemahan menjadi lahan parkir, tidak merujuk pada 
Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Maros.  
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros sudah menjalankan 
perannya dalam alih fungsi lahan bumi perkemahan menjadi lahan 
parkir di Kabupaten Maros sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
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Nasional dan Kantor Pertanahan yaitu sebagai badan yang 
berwenang dalam pencatatan dan penerbitan sertifikat hak atas 
tanah. Namun dalam menjalankan perannya, BPN Maros masih 
kurang maksimal, dimana BPN Maros tidak turut terlibat dalam 
proses perencanaan pengalih fungsian lahan bumi perkemahan 
menjadi lahan parkir. BPN Maros juga agak lambat dalam proses 
pengkajian untuk menentukan kedudukan lahan tersebut apakah 
masuk dalam wilayah taman nasional atau tidak, sehingga proses 
sertifikasi lahan tersebut belum selesai.  
2. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, mengenai alih fungsi lahan bumi perkemahan menjadi 
lahan parkir, memberikan saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah Kabupaten Maros semestinya merujuk pada Perda 
RTRW dalam melakukan pengembangan potensi diwilayah 
adminitrasinya. 
2. Pemerintah Kabupaten Maros semestinya melibatkan pihak-pihak 
yang terkait dengan lahan bumi perkemahan yang dialih fungsikan 
menjadi lahan parkir tersebut, dengan melakukan sosialisasi dan 
musyawarah, agar tidak terjadi ketidak jelasan dalam perencanaan 
penataan ruang oleh masyarakat. 
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3. Pihak-pihak yang terkait dengan lahan tersebut berperan aktif dalam 
penataan perencanaan ruang yang dilakukan Pemerintah 
Kabupaten Maros. 
4. Merujuk pada Undang – undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 
Gerakan Pramuka, yang mana gerakan pramuka merupakan salah 
satu penyelengara pendidikan untuk generasi muda, maka 
pemerintah harusnya memperhatikan kebutuhan kepramukaan 
untuk kepentingan pembinaan calon generasi bangsa kedepannya, 
dengan menyediakan lahan bumi perkemahan. 
5. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros semestinya terlibat 
secara maksimal terhadap perencanaan tata ruang yang dilakukan 
oleh pemerintah Kabupaten Maros. Serta BPN Maros juga lebih 
cepat dalam memproses atau mengkaji kedudukan lahan bemi 
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